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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan 
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan 
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (HAW. Widjaja, 
2003: 1). 
Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Otonomi daerah 
merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat 
sesuai dengan  perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Pemberian hak, 
wewenang dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat 
mengatur dan mengurus  rumah tangganya  sendiri untuk  meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan 
terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Salam, 2007: 89). 
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota harus mengantisipasi 
tugas-tugas sosial ini mulai dari sekarang dengan memasukkan faktor-faktor sosial 
dalam perencanaan pembangunannya.  Jangan sampai perencanaan diorientasikan  
kepada bagaimana  mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi,  
sementara masalah-masalah sosial terabaikan. Apalagi tugas pokok pemerintah 
kabupaten dan kota adalah melayani masyarakatnya. Untuk itu dalam setiap 
kebijakan, perencanaan, program, dan proyek pembangunan yang akan dilakukan 
pemerintah kabupaten dan kota  harus memantau dan menganalisis perubahan 
sosial yang terjadi dilingkungannya, mengkaitkannya dengan kebijakan sosial, 
mengantisipasi dampaknya dan mengaplikasikannya  dalam prosedur perencanaan 
rutin, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki bagi pembangunan sosial 
(Salam, 2007: 38). 
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melakukan pendekatan 
perencanaan pembangunan komprehensif dari semua aktifitas yang terjadi dalam 
pembangunaan. Pembangunan didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, 
yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk 
mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain pengertian tersebut, Surna (1992 
dalam Hikmat, 2000: 1) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai 
kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan 
sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. 
Pembangunan pada prinsipnya bertujuan untuk  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, 
kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, 
keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. 
Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan pengelolaan suatu 
wilayah yang antara lain pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk  
mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan 
distribusi penduduk di dalam  masing-masing kecamatan pada wilayah  
administrasi suatu kabupaten/ kota. Pertimbangn kriteria fisik atau lingkungan 
diperlukan untuk menilai potensi potensi lahan dan ketersediaan sumber daya 
lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan 
agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang. 
Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi 
masing-masing wilayah pemekaran. Wilayah induk maupun wilayah-wilayah hasil 
pemekaran diharapkan mampu berperan sebagai pusat penggerak pertumbuhan 
ekonomi bagi daerah sekitarnya, guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru dan 
pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya 
(Khairullah, 2006: 261).  
Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama Kota Sala merupakan 
kota besar kedua setelah Kota Semarang. Secara geografis, wilayah administratif 
Kota Surakarta terletak di tengah  wilayah eks Karesidenan Surakarta, dengan 
batas wilayah : sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan 
Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dan barat dengan Kabupaten Sukoharjo. 
Kota Surakarta yang terletak pada jalur transportasi strategis Bali-Surabaya-Solo-
Jogjakarta-Purwokerto-Jakarta-Sumatra, sangat berpeluang besar dalam 
mengembangkan bidang perdagangan, industri pengolahan, 
manufaktur,pariwisata, jasa dan pendidikan.  
Kota Surakarta memiliki Visi, Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota 
Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata 
Dan Olah Raga. Sedangkan Misi Kota Surakarta yaitu 1) Revitalisasi kemitraan 
dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan 
serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang 
berlandaskan pada nilai-nilai Solo Kota Budaya. 2) Meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan 
ilmu pengetahuan teknologi dan seni guna mewujudkan inovasi dan integritas 
masyarakat madani berlandaskan ke Tuhanan Yang Maha Esa. 3) 
Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan 
berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi serta mendagunakan 
potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan. 4) 
Memberdayakan peran dan fungsi hukum pelaksanaan hak asasi manusia dan 
demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utama para penyelenggara 
pemerintah (Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta) 
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya 
untuk melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan. Pembangunan yang 
dilakukan oleh Pemeritah Kota Surakarta, sebagai daerah yang miskin sumber 
daya alam, kondisi sosial ekonomi Kota Surakarta sudah barang tentu banyak 
dipengaruhi oleh seberapa jauh output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan 
sektor ini akan sangat tergantung pada masukan produk Sumber Daya Alam dari 
luar wilayah Surakarta, khususya wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN). 
Akan tetapi, karena Surakarta memiliki fungsi layanan jasa-jasa, maka wilayah-
wilayah disekitar Surakarta tersebut juga menggantungkan layanan jasa yang 
diproduksi di Surakarta untuk menjalankan roda ekonominya.  
Untuk melihat bagaimana potensi pembangunan di wilayah Kota 
Surakarta, perlu dikaji tentang analisis pola perkembangan fungsi wilayah Kota 
Surakarta Tahun 1995 – 2005.  
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak berkembang ke hal-hal 
yang tidak berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penulis merumuskan 
masalah penelitian ini sebagai berikut:  
Bagaimanakah struktur dan pola perkembangan fungsi wilayah (pendidikan, 
kesehatan, administrasi dan ekonomi keuangan) di Kota Surakarta tahun 1995 – 
2005 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini akan mengungkapkan hasil kajian tentang pola 
perkembangan fungsi wilayah, yang meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, 
administrasi, dan ekonomi keuangan terhadap pola perkembangan persebaran 
penduduk. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui perkembangan fungsi 
wilayah yang meliputi fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi dan 
ekonomi  keuangan Kota Surakarta tahun 1995-2005.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut antara lain: 
1.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk 
penelitian serupa di daerah lain. 
2.  Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 
Pemerintah Kota Surakarta, khususnya dalam bidang kependudukan dan tata 
ruang kota. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Kajian Pustaka 
1. Pengertian dan Jenis Fungsi Wilayah 
a. Pengertian Fungsi Wilayah 
Wilayah merupakan bagian tertentu dari suatu kesatuan administratif 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki unsur-
unsur ruang, sumber daya dan pelaksana administrasi / pemerintah 
(Mulyanto, 2008 : 1). Ruang merupakan bentangan geografi dengan batas-
batas jelas beserta infrastruktur di dalamnya dengan udara di atasnya 
sesuai yang diakui secara hukum yang berlaku sedangkan sumber daya 
yang dimaksud adalah kekayaan-kekayaan yang ada dalam wilayah itu 
yang dapat menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk 
melakukan pengembangan wilayah itu. Sedangkan pelaksana administrasi 
/ pemerintah yang sah atau legitimate sesuai hukum yang berlaku dan 
bertugas melaksanakan pengaturan yang diperlukan bagi kelangsungan 
eksistensi wilayah itu. 
Dalam konsep wilayah ada dua pandangan yang berbeda, yaitu 
pandangan obyektif dan subyektif. Subyektif memandang wilayah sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan hanya satu ide, satu model untuk membantu 
mempelajari dunia. Sedangkan obyektif memandang wilayah sebagai suatu 
tujuan tersendiri, suatu kebulatan riil, suatu organisme, yang dapat 
diidentifikasikan dan dipetakan. Saat ini tujuan-tujuan dalam ilmu 
ekonomi, pandangan subyektif tentang suatu wilayah pada umumnya 
mempunyai penganut yang lebih luas (Rudi Wibowo, 2004: 12). 
Secara adminsitratif wilayah dapat berupa nasional, propinsi, 
kabupaten dan kota. Secara fungsional wilayah dapat berupa kawasan 
perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu. Prasarana wilayah 
dikelompokkan dalam prasarana wilayah yang bersifat nasional/propinsi, 
prasarana wilayah yang bersifat kota, dan prasarana wilayah yang bersifat 
kabupaten. 
Riyadi dan Deddy (2005:110) menjelaskan arti dari fungsi wilayah 
adalah fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, 
dalam kaitannya dengan berbagai aktifitas penduduk/masyarakat, untuk 
memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut. Fungsi 
wilayah memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-
masalah fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar 
yang terkait dengan masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi 
anglomerasi (penumpukan).  
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, fungsi wilayah 
merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka umum seperti 
tersebut di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan 
masyarakat yang dikonsentrasikan dalam suatu area tertentu pada 
lingkungan wilayah pembangunan, sehingga memudahkan para perencana 
untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat untuk 
memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah (Riyadi dan Deddy, 2005: 
111).  
 
b. Jenis Fungsi Wilayah 
Dalam Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Daerah (2006: 178) diterangkan bahwa fungsi pelayanan 
yang ada dalam suatu wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Fungsi Pelayanan Pendidikan 
Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan diartikan sebagai 
sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 
memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang 
sesuai dengan kebutuhan (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001: 68). 
Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, menjelaskan mengenai jenjang pendidikan sebagai berikut 
(1) jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, (2) 
selain jenjang pendidikan sebagaimana pada butir (1) dapat 
diselenggarakan pendidikan pra sekolah. 
Sebetulnya pendidikan dapat dilakukan di mana saja dan kapan 
saja, baik lingkungan keluarga, sekolah dan dalam lingkungan 
masyarakat. Dalam pendidikan sehari-hari pendidikan dapat 
digolongkan atau di beda-bedakan menjadi beberapa jenis yaitu (Abu 
Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001: 95): 
a.  Menurut tingkat dan sistem persekolahan 
Setiap negara mempunyai sistem persekolahan yang berbeda-
beda, baik mengenai tingkat maupun jenis sekolah. Pada saat ini 
jenis dan tingkat persekolahan di negara kita dari pra sekolah 
sampai Perguruan Tinggi adalah tingkat pra sekolah dan tingkat 
sekolah dasar. Hal ini dibedakan antara sekolah dasar umum dan 
sekolah luar biasa. 
b.  Menurut tempat berlangsungnya pendidikan 
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan menurut 
tempatnya dibedakan menjadi tiga dan disebut tripusat pendidikan, 
yaitu pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam sekolah 
dan pendidikan di dalam masyarakat. Atas dasar imi maka 
pendidikan itu menjadi tanggungjawab keluarga, pemerintah 
(dalam hak sekolah) dan masyarakat. 
c.  Menurut cara berlangsungnya pendidikan dibedakan antara 
pendidikan fungsional dan pendidikan intensional. 
Pendidikan fungsional adalah pendidikan yang berlangsung 
secara naluriah tanpa rencana dan tujuan tetapi berlangsung begitu 
saja, sedangkan pendidikan intensional adalah lawan dari 
pendidikan fungsional yaitu program dan tujuan sudah 
direcanakan. 
d.  Menurut aspek pribadi yang disentuh jadi tidak menyentuh seluruh 
dari kepribadian anak didik yaitu pendidikan orkes, pendidikan 
sosial, pendidikan bahasa, pendidikan kesenian, pendidikan moral, 
pendidikan sex dan lain-lain. 
e.  Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi (Abu Ahmadi dan 
Nur Uhbiyati, 2001: 95): 
1. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh 
seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak 
sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam 
keluarga dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, 
masyarakat, keluarga, organisasi. 
2. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara 
teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara 
ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah. 
3. Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan 
secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti 
peraturan yang ketat. 
Mengingat begitu pentingnya pendidikan untuk pembangunan 
bangsa maka pemerintah berusaha keras untuk (Abu Ahmadi dan Nur 
Uhbiyati, 2001: 78): 
a. Meningkatkan usaha pemerataan pendidikan. 
b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap tingkat pendidikan, 
untuk ini peningkatan kemampuan profesional guru merupakan 
komponen penting dalam sistem pendidikan. Cara lain dalam hal 
ini yaitu dengan pengadaan sarana belajar yang memadai, seperti 
buku paket pelajaran, peralatan laboratorium, pengadaan dan 
pemanfaatan media instruksional dan lain-lain. 
c. Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan 
masyarakat dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan yang 
sekarang sedang akan terus dilaksanakan bahkan semakin 
ditingkatkan. 
d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 
pendidikan di semua jenjang pendidikan. 
Hal ini dapat diketahui pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan 
yang berhubungan dengan peningkatan pengelolaan dan supervisi serta 
tata laksana pendidikan. Dari segala jenis usaha pemerintah tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan memang dipandang mempunyai 
peranan yang besar untuk menciptakan masa depan yang gemilang 
untuk menjadi idaman kita bersama. Hal ini dimungkinkan karena 
dengan usaha yang terus menerus ditingkatkan melalui pembangunan 
di bidang pendidikan, dapat dihasilkan pribadi-pribadi yang telah 
mengembangkan potensi dan kemampuannya secara optimal, dalam 
melaksanakan pembangunan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. 
Masalah pendidikan dan tujuan pendidikan merupakan masalah 
yang sangat penting dalam kehidupan. Masalah pendidikan sama sekali 
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan baik dalam kehidupan keluarga, 
maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu 
bangsa sebagaian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di 
negara itu. Mengingat sangat pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan 
bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini menangani 
secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan 
pendidikan. Dalam hal ini masing- masing negara itu menentukan 
sendiri dasar dan tujuan pendidikan di negaranya. Masing-masing 
bangsa mempunyai padangan hidup sendiri-sendiri, yang berbeda satu 
dengan yang lain (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001: 98). 
Tujuan pendidikan bagi suatu bangsa titik startnya adalah 
pandangan hidup dan titik finisnya adalah tercapainya kepribadian 
hidup yang dicita-citakan. Ketentuan arah tujuan hidup suatu bangsa 
akan tertuang pada Undang-Undang Dasar bangsa itu sendiri. Adapun 
jalan yang harus dilalui adalah cara-cara melaksanakan aktivitas 
(Oemar Hamalik, 2008: 80). 
Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum dari sistem 
pendidikan nasional. Tujuan ini merupakan tujuan jangka panjang dan 
sangat luas dan menjadi pedoman dari semua kegiatan / usaha 
pendidikan di negara kita. Tujuan ini kemudian dijadikan landasan 
dalam menentukan tujuan sekolah dan tujuan kurikulum sekolah, tujuan 
pendidikan formal dan non formal. Dengan kata lain tujuan pendidikan 
nasional menjadi pedoman dari seluruh kegiatan dan lembaga 
pendidikan di negara kita (Oemar Hamalik, 2008: 81). 
Sasaran pembangunan pendidikan diarahkan untuk mendukung 
peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, 
terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan yang 
berkualitas. Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk 
mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan pendidikan 
diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan, serta 
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus 
diberikan pada pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di 
daerah tertinggal, perbatasan dan daerah bencana.  
 
2. Fungsi Pelayanan Kesehatan  
Pelayanan kesehatan adalah suatu pendekatan untuk mengatur 
atau mengelola baik kualitas maupun biaya pelayanan medis (Peter 
dalam Wolper, 2001 : 567). Ada dua elemen umum dari sistem layanan 
kesehatan yaitu tipe mekanisme otorisasi dan pembatasan pilihan dari 
anggota pemberi layanan. Pelayanan kesehatan  berada dalam suatu 
perkembangan yang cepat dan tunduk pada kekuatan ekonomi.  
Sasaran pelayanan kesehatan adalah dengan melalui penerapan 
manajemen yang cakap, untuk menyediakan kualitas yang tinggi 
dengan biaya yang pantas sedangkan sasaran pembangunan kesehatan 
diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap 
pelayanan kesehatan yang berkualitas.  
Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk 
mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan kesehatan 
diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan, serta 
kualitas pelayanan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada 
pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah tertinggal, 
perbatasan dan daerah bencana. Selain itu, pelayanan kesehatan juga 
diarahkan pada penanganan wabah flu burung dan penyakit berbahaya 
lainnya. Secara lebih rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan 
kesehatan adalah sebagai berikut: 
(1) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan 
kesehatan, melalui: peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas 
melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis 
dan non-medis puskesmas dan jaringannya terutama di daerah 
bencana, perbatasan dan tertinggal;  
(2) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan 
melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas 
tiga rumah sakit. 
(3) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui: pemerataan 
dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui 
peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-
kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga 
berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan 
penyakit menular, dan pengobatan dasar; 
(4) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui:  
a) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup 
sehat antara lain meliputi peningkatan promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup 
sehat, pengawasan kualitas lingkungan, dan pengembangan 
kesehatan sistem kewilayahan; 
b) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia 
dini antara lain meliputi pengembangan media promosi 
kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi 
(KIE), dan pengembangan upaya kesehatan bersumber 
masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa 
dan usaha kesehatan sekolah. 
 
3. Fungsi Pelayanan Administrasi 
Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan 
oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas 
dasar efektif, efisien dan rasional. Harbani dalam (S.P.Siagian, 2004 : 
2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama 
antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas 
tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Tujuan administrasi adalah semata-mata untuk kepentingan 
manusia, khususnya keberadaanya sebagai makhluk social yang 
bermasyarakat. Konsekuensinya adalah administrasi bertanggungjawab 
terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai 
merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya secara efelktif dan efisien (Harbany Pasolong, 2008: 3). 
Administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi 
karaketeristik dan dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi. 
Dimensi karakteristik administrasi terdiri atas (Harbany Pasolong, 
2008: 5) : 
1. Efisiensi berarti bahwa tujuan (motive) dari pada administrasi 
adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata 
lain bahwa pencapaian tujuan administrasi dengan hasil yang 
berdaya berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). 
2. Efektivitas, berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 
sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena 
adanya proses kegiatan. 
3. Rasional, berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat unuk 
maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan 
sadar atau disengaja. 
Sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi meliputi : 
a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum 
melaksanakan suatu pekerjaan. 
b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga 
pemerintah maupun lembaga swasta. 
c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga 
dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. 
Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas 
seseorang atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Harbani dalam Monir, (2003 : 
16) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 
melalui aktivitas orang lain secara langsung. 
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 
rakyat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara 
sebagai pelayan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah 
dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan 
sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rakyat, sehingga akan menentukan 
sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai 
dengan tujuan pendiriannya. 
Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu 
alat pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. 
Namun pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari 
barang. Salah satu yang membedakannya dengan barang, sebagaimana 
dikemukakan oleh Gasperz (2006), adalah output nya yang tidak 
berbentuk (intangible output), tidak standar, serta tidak dapat disimpan 
dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi pada saat 
produksi. 
Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan Gasperz 
tadi secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun 
sebenarnya kaduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu 
produk yang intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda 
dengan barang yang bersifat tangible. Produk akhir pelayanan tidak 
memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang dimiliki oleh barang. 
Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses interaksi yang 
terjadi antara layanan dengan konsumen. 
Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan 
umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah 
urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan 
memberikan kepuasan kepada publik. Senada dengan itu, pelayanan 
publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan 
metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 
dengan haknya (Garpersz, 2006: 24). 
 
4. Fungsi Ekonomi Keuangan 
Ekonomi dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku dalam 
rumah tangga (rumah tangga produsen dan konsumen). Produsen 
dengan berbagai kegiatannya mempunyai aturan sendiri. Dengan 
demikian juga konsumen, baik secara individu maupun kelompok 
dalam skala tertentu mereka memiliki aturan. Kemudian aturan tersebut 
berinteraksi membentuk rumah tangga yang relative besar, maka 
terjalinlah aturan-aturan yang lebih besar pula yang mengatur 
keterkaitan antara dua rumah tangga yang pada dasarnya saling 
membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing 
tersebut. Pada perkembangan berikutnya, yang mengusahakan 
kesejahteraan manusia bukan orang per orang saja secara individual. 
Tetapi usaha kearah kemakmuran juga diusahakan oleh berbagai cara 
institusional termasuk pemerintah (Arfida, 2003: 19). 
Komitmen penyelenggaraan  otonomi daerah dilandasi dengan 
diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. Kedua Undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan 
respon atas berbagai aspirasi daerah daerah di Indonesia  yang 
sebenarnya telah cukup lama menginginkan peran dan kemandirian 
dalam mengelola kewenangan dan tanggungjawabnya untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.  
Berdasarkan undang-undang tersebut, maka otonomi daerah akan 
dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini 
mengandung pengertian  bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik  Indonesia kepada daerah diberikan keleluasaan untuk 
menyelenggarakan kewenangannya yang secara nyata ada didalamnya. 
Tujuan dari pemberian otonomi tersebut tidak lain adalah untuk lebih 
meningkatkan  kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, 
pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan 
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah 
(Machfud Sidik, 2003: 6).  
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, agar pemerintah 
dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah 
harus didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang 
berasal dari dana perimbangan yang terdiri bagian daerah, bagi hasil 
pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 
pendapatan asli daerah, pinjaman daerah maupun lain-lain dari 
penerimaan daerah yang sah (Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004).  
Sejalan dengan hal tersebut tentunya pelaksanaan otonomi daerah 
tidak hanya ditinjau dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana 
perimbangan, tetapi yang tidak kalah penting adalah hal tersebut harus 
diimbangi dengan sejauh mana instrument atau kemampuan daerah 
saat ini mampu memberikan nuansa pengelolaan keuangan yang lebih 
adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. 
 
2. Penataan Ruang Dalam Pengembangan Wilayah 
Pembangunan nasional mempunyai aspek pengembangan tata ruang 
sebagai salah satu pendekatan. Tata ruang adalah suatu proses kegiatan dalam 
rangka menata atau menyusun bentuk struktur pola pemanfaatan ruang secara 
efisien dan efektif (Supriyatno, 2009 : 23). Penataan ruang bertujuan agar 
pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan 
ruang pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan 
ruang yang berkualitas dapat tercapai. Upaya penataan ruang ini juga 
dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 
development) dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya. 
Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai 
daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan 
kebutuhan pembangunan, di samping itu juga harus bersifat realistis 
operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi 
bagi program-program pembangunan. 
Rencana tata ruang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai aspek 
prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga sebagai kegiatan 
yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan itu sendiri, 
dengan mewujudkan mekanisme prosedur yang tepat dan efektif, terutama 
dalam penggunaan lahan, Baik bagi kepentingan pemerintah, masyarakat 
maupun swasta. 
Yang harus dilakukan dalam penataan ruang adalah (Supriyatno, 2009 : 
23). Pertama, perlunya pemahaman secara penuh dan utuh tentang 
kebijaksanaan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi di daerah dalam 
penataan ruang, serta penerapannya secara arif, agar pemerintah, swasta dan 
masyarakat paham akan hak dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan 
manfaat penataan ruang. Kedua, sistem peraturan dan perundangan yang 
mengatur pengelolaan pembangunan dan penataan ruang di kawasan pedesaan 
dan perkotaan perlu lebih terpadu dan transparan, sehingga memungkinkan 
seluruh masyarakat termasuk dunia usaha ikut serta mengembangkannya 
dalam pelaksanaan. Ketiga, perlu mengantisipasi masa yang akan datang, di 
mana pembangunan yang berkualitas dapat mengatasi masalah keterbatasan 
sumber alam, modal, dan teknologi, serta mempu mengantarkan Indonesia ke 
dalam pergaulan dunia yang maju. Keempat, karena kota akan menjadi pusat 
pertumbuhan ekonomi utama, maka penataan ruang kota perlu diarahkan 
kepada pola pembangunan perkotaan yang mempunyai kesesuaian tinggi 
dengan sistem sosial budaya, sistem sosial ekonomi, dan sistem ekologis, 
sehingga mampu meningkatkan manfaat nyata dan mengurangi beban sosial 
bagi masyarakat banyak. Kelima, sebagai pusat pelayanan, kota harus mampu 
memberikan pelayanan kebutuhan ruang bagi setiap golongan masyarakat, 
baik yang berjalan kaki, yang naik sepeda, yang naik mobil, yang 
berpenghasilan rendah, tinggi, yang dewasa (pria dan wanita), maupun yang 
masih anak-anak, sehingga manusia kota secara bersama menjadi kreatif, 
produktif dan serasi satu sama lain. Keenam, penataan ruang harus mengacu 
kepada pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemitraan dalam pembangunan, 
sehingga dapat menjamin kemakmuran bagi semua orang. Ketujuh, 
menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin keberlanjutan dan kelestarian 
lingkungan. 
Dalam kehidupan masyarakat, secara langsung dan tidak langsung akan 
membutuhkan ruang dan akan membentuk ruang. Dari ruang yang ada untuk 
kesesuaian dalam tatanan kehidupan maka dilakukan penataan terhadap ruang 
sehingga membentuk satu struktur ruang yang harmonis dan dinamis.  
Pengembangan wilayah merupakan tindakan pemerintah yang akan 
dilakukan bersama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai 
suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri, maupun bagi 
kesatuan administratif di mana wilayah itu menjadi bagiannya (Mulyanto, 
2008 : 2). Pengembangan wilayah pada umumnya dikelompokkan menjadi 
usaha-usaha mencapai tujuan bagi kepentingan-kepentingan di dalam 
kerangka azaz : 
a. Sosial 
Usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas 
hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga, patembayan, dan 
seluruh masyarakat di dalam wilayah itu diantaranya dengan mengurangi 
penganggaran dan menyediakan lapangan kerja serta menyediakan 
prasarana-prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, papan, 
fasilitas, transportasi, kesehatan, sanitasi, air minum dan lain-lain. 
b. Ekonomi 
Usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan 
pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk mempertahankan 
kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi 
kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan kearah yang lebih baik. 
c. Wawasan lingkungan 
Pencegahan kerusakan dan pelestarian terhadap kesetimbangan 
lingkungan. Aktivitas sekecil apapun dari manusia yang mengambil 
sesuatu dari, atau memanfaatkan potensi alam, sedikit banyak akan 
mempengaruhi keseimbangannya, yang apabila tidak diwaspadai dan 
dilakukan penyesuaian terhadap dampak-dampak yang terjadi akan 
menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, khususnya akibat dampak 
yang dapat bersifat tak terubah lagi. Untuk mencegah hal-hal ini maka di 
dalam melakukan pengembangan wilayah, program-programnya harus 
berwawasan lingkungan dengan tujuan : mencegah kerusakan, menjaga 
kesetimbangan dan mempertahankan kelestarian alam. 
Ketiga azaz tersebut harus mendapatkan perhatian bersama dan 
diberikan berat yang sesuai dengan peran dan pengaruh masing-masing pada 
program pengembangan wilayah, agar didapatkan hasil maksimal serta 
dihindarinya dampak-dampak negatif yang dapat sangat merugikan bahkan 
meniadakan hasil yang akan dicapai. 
Dengan diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah, telah 
memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses 
penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi 
tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya 
kabupaten/kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa 
memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan 
pembangunan dengan kabupaten/kota lainnya untuk sekedar mengejar 
targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing.  
Untuk mensinergikan kepentingan masing-masing kabupaten/kota 
diperlukan satu dokumen produk penataan ruang yang bisa dijadikan pedoman 
untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah, dan yang mampu 
memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun dengan mengutamakan 
peran masyarakat secara intensif.  
Pada akhirnya, penataan ruang diharapkan dapat mendorong 
pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat (city as engine of economic growth) yang berkeadilan sosial 
(social justice) dalam lingkungan hidup yang lestari (environmentaly sound)  
dan berkesinambungan (sustainability sound) melalui penataan ruang.  
Dalam rangka menerapkan penataan ruang untuk pada akhirnya 
mewujudkan pengembangan wilayah seperti yang diharapkan, maka terdapat 
paradigma yang harus dikembangkan sebagai berikut :   
1) Otonomi Daerah (UU No.22/1999)/(UU No. 32/2004), mengatur 
kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Globalisasi.  
2) Pembangunan wilayah tidak terlepas dari pembangunan dunia, investor 
akan menanamkan modalnya di daerah yang memiliki kondisi politik yang 
stabil dan didukung sumberdaya yang memadai  
3) Pemberdayaan masyarakat  
4) Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan yang harus 
dipenuhi Good Governance  
5) Iklim dan kinerja yang baik dalam pembangunan perlu dijalankan. 
Karakteristiknya adalah partisipasi masyarakat, transparasi, responsif dan 
akuntabilitas  
 
3. Analisis Fungsi Wilayah 
Riyadi dan Deddy (2005:110) menjelaskan arti dari analisis fungsi 
wilayah adalah “analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di 
daerah perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas 
penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas 
pelayanan tersebut”. Analisis fungsi memberikan pandangan yang lebih 
terfokus pada masalah-masalah fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu 
kekuatan mendasar yang terkait dengan masalah sosial ekonomi, khususnya 
ekonomi anglomerasi (penumpukan).  
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, analisis fungsi 
merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka umum seperti 
tersebut di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan 
ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan dalam suatu area tertentu pada 
lingkungan wilayah pembangunan, sehingga memudahkan para perencana 
untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat untuk 
memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah.  
Tujuan dan manfaat analisis fungsi adalah (Riyadi dan Deddy, 2005: 
110): 
a. Bagaimana mengelompokkan pemukiman menurut fungsinya misalnya 
pusat-pusat kota / kecamatan / desa, pusat-pusat perekonomian, pusat 
kesehatan dan sebagainya.  
b. Pemukiman / area mana dalam wilayah tertentu yang sudah dilengkapi 
dengan fungsi-fungsi pelayanan yang memandai, dan hanya membutuhkan 
investasi saja untuk mempertahankan atau mengembangkannya.  
c. Pemukiman / area mana yang secara fungsional kurang baik, atau dapat 
melayani / mendorong perkembangan daerah yang lebih besar kalau ada 
investasi.  
d. Pemukiman / area mana yang secara potensi dapat ditingkatkan dalam 
pembangunan (ekonomi) di masa yang akan datang. 
e. Pemukiman mana yang berada di bawah standard tingkat pelayanan 
sehingga harus dirancang sebagai pusat-pusat terpencil (hinterland). 
f. Pemukiman mana yang mempunyai nilai batas yang dibutuhkan untuk 
mendukung pelayanan dan fasilitas sekarang atau masa yang akan datang.  
Analisis fungsi dalam penerapannya dapat dilakukan dengan beberapa 
cara yaitu:  
a. Analisis Pola Pemukiman 
Pemukiman merupakan suatu tempat dimana manusia berlindung dan 
melakukan aktivitas dengan memanfaatkan suatu wilayah atau tempat 
secara keseluruhan. Pemukiman sendiri menjadi tempat tinggal manusia 
sekaligus tempat kegiatan diluar bertempat seperti aktivitas sosial, 
keagamaan, adat-istiadat serta budaya. Pemukiman terbentuk sebagai 
refleksi manusia dari kondisi alam dan lingkungan seperti bencana alam. 
Menurut Undang-undang No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman, perumahan atau permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan 
maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 
dan penghidupan. 
Jika ditinjau dari segi waktunya, pemukiman dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu pertama, pemukiman yang bersifat sementara yang 
dapat dihuni hanya beberapa hari saja, dihuni untuk beberapa bulan dan 
pemukiman yang dihuni untuk beberapa tahun saja. Kedua, pemukiman 
bersifat permanen (menetap) yang pada umumnya dibangun dan dihuni 
untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
Pola pemukiman merupakan susunan persebaran pemukiman. Pola 
pemukiman menyangkut tentang berbagai tipe atau corak cara 
memindahkan penduduk dari daerah satu ke daerah lain. Persebaran 
pemukiman bersifat menentukan terhadap keanekaan pola pemukiman. 
Persebaran tersebut bervariasi dari sangat jarang hingga sangat padat, jika 
tinjauannya dari segi kepadatan pemukiman (jumlah pemukiman dibagi 
jumlah luas wilayah dimana pemukiman itu berada). Bila dilihat dari segi 
dispersi dapat dibedakan menjadi mengelompok dan menyebar. Tinjauan 
lain dapat dilihat dari segi keteraturan persebaran, yakni teratur dan tidak 
teratur. 
Analisis Pola Pemukiman merupakan alat yang digunakan untuk 
melakukan analisis mengenai struktur/hirarki dari fungsi-fungsi pelayanan 
yang ada dalam suatu wilayah (Riyadi dan Deddy, 2005 : 116). Dengan 
analisis ini dapat diketahui hal-hal mengenai tata jenjang dan distribusi 
pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Dengan instrument ini tingkat 
pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dapat 
dilihat, sampai sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayanannya, 
terutama dalam daya jangkau pelayanannya. Selain itu, sebagai implikasi 
dari daya jangkau yang dimiliki oleh pusat-pusat pelayanan, kita juga akan 
mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang memperoleh pelayanan dan 
yang belum / tidak memperoleh pelayanan yang memadai.  
b. Analisis Indeks Sentralitas.  
Menurut Riyadi dan Deddy (2005 : 118) Analisis indeks sentralitas 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang  hampir sama dengan alat 
analisis fungsi lainnya. Analisis indeks sentralitas juga dimaksudkan untuk 
mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu 
wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah fungsi yang 
ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta 
seberapa besar frekwensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan 
wilayah pemukiman. Frekwensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah 
fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan 
frekwensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang kemungkinan 
dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu.  
c. Skalogram  
Metode skalogram adalah metode paling sederhana karena hanya 
menunjukkan daftar dari komponen-komponen yang dibutuhkan, biasanya 
meliputi data pemukiman/wilayah yang ditinjau, jumlah 
penduduk/populasi masing-masing pemukiman, data fungsi/fasilitas 
pelayanan yang terdapat pada setiap pemukiman (Riyadi dan Deddy, 2005 
: 121). 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta adalah kebijakan dalam 
mengimplementasikan program Walikota Kota Surakarta, sebagai landasan pada 
perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan 
misi Kota Surakarta. Perencanaan pembangunan juga diperlukan agar setiap 
program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses 
penentuan perencanaan pembangunan dilakukan dengan menganalisis pola 
perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta secara sistematis, dengan jalan 
melakukan identifikasi berbagai fungsi wilayah dalam lingkungan internal dan 
eksternal meliputi fungsi pendidikan, kesehatan, administrasi dan ekonomi 
keuangan. Fungsi wilayah adalah fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah 
perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, 
untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut. Fungsi 
wilayah memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah 
fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait 
dengan masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi anglomerasi (penumpukan). 
Untuk itu digunakan analisis pola permukiman dan analisis indeks sentralitas. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan mendapat gambaran tentang pola  perkembangan 
fungsi wilayah Kota Surakarta. Secara skematis penelitian ini dapat digambarkan 
sebagai berikut:  
Gambar : 2.1 Desain Penelitian 
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta yang terdiri dari 51 Kelurahan 
yang terbagi dalam lima kecamatan. Penelitian ini dilakukan pada Desember 
Tahun 2008 sampai dengan Februari Tahun 2009. 
 
B. Tipe Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dikategorikan dalam 
tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, 
berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat, yang menjadi 
objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke 
permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun variabel 
tersebut. Sasaran pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam 
kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula 
kemungkinan kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan 
pengetahuan statistik (Sugiyono, 2003: 34).  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder merupakan keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan 
yang secara tidak langsung diperoleh dari bahan bacaan yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan. 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara 
langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. 
Adapun yang termasuk dalam sumber data ini adalah buku-buku serta dokumen  
yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder di dapat dari 
studi kepustakaan laporan dari berbagai instansi terkait yaitu : 
1. Data pendidikan diperoleh dari Disdikpora Kota Surakarta. 
2. Data kesehatan diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 
3. Data administrasi diperoleh dari monografi tiap-tiap kecamatan yang ada di 
Kota Surakarta. 
4. Data ekonomi keuangan, meliputi : 
a. Data pasar diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 
b. Data toko/swalayan diperoleh dari Disperindag Kota Surakarta. 
c. Data Bank/BPR diperoleh dari Bank Indonesia Kota Surakarta. 
d. Data koperasi diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. 
e. Data Asuransi diperoleh dari Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) dan 
Asosiasi Asuransi Umum (AAIU) Kota Surakarta. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari Tahun 1995 sampai 
dengan 2005. Pengambilan periode tahun tersebut karena pola perkembangan 
Kota Surakarta sudah bisa dilihat dalam waktu 10 tahun. Tahun 1997 Indonesia 
mengalami krisis moneter, pada saat krisis sempat terjadi kemunduran 
perekonomian yang berdampak pada pembangunan kota, tetapi setelah adanya 
otonomi daerah (Tahun 2001) perkembangan Kota Surakarta mulai mengalami 
pertumbuhan yang cukup signifikan. 
 
D. Teknik Analisis Data 
a.  Untuk menganalisis struktur fungsi wilayah pada masing-masing tahun (1995, 
2000 dan 2005) digunakan teknik analisis pola permukiman dan teknik 
analisis indeks sentralitas.  
b. Untuk menganalisis pola perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta 
dilakukan dengan membandingkan indeks fungsi wilayah dan indeks 
sentralitas antara Tahun 1995, 2000 dan 2005.   
 
E. Matrik Analisis Fungsi Wilayah Kota Surakarta 
Jenis Fungsi 
No Kecamatan Populasi 
Pendidikan Kesehatan Administrasi 
Ekonomi 
Keuangan 
Jumlah 
Fungsi 
1 Banjarsari       
2 Laweyan       
3 Jebres       
4 Serengan        
5 Pasar Kliwon        
 
 
 BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Diskripsi Tempat Penelitian 
1. Profil Kota Solo 
Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama Kota Sala merupakan kota 
besar kedua setelah Kota Semarang. Secara Geografis, wilayah administratif Kota 
Surakarta terletak di tengah wilayah eks Karesidenan Surakarta, dengan batas wilayah 
: sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten 
Karanganyar, sebelah Selatan dan barat dengan Kabupaten Sukoharjo. 
Kota Surakarta yang terletak pada jalur transportasi strategis Bali-Surabaya-
Solo-Jogjakarta-Purwokerto-Jakarta-Sumatra, sangat berpeluang besar dalam 
mengembangkan bidang perdagangan, industri pengolahan, manufaktur, pariwisata, 
jasa dan pendidikan. 
Kota Surakarta merupakan kota tua, bekas Ibukota Kerajaan Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat sejak tahun 1745 dan Pura Mangkunegaran. Kedua pusat 
kebudayaan Jawa tersebut sudah tentu memiliki pengaruh besar terhadap 
pembentukan tradisi dan adat istiadat masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya. 
Kekayaan budaya Jawa yang bersumber dari kedua punjering kebudayaan Jawa 
tersebut merupakan kekayaan kultural yang paling besar dibanding kekayaan daerah 
lain. Salah satu karakteristik tata nilai budaya Jawa  adalah kenthal dan laku tirakat, 
antara lain dalam bentuk berjaga malam (lek-lekan). Dengan banyaknya warga yang 
senang laku tirakat lek-lekan inilah kemudian muncul usaha-usaha yang beroperasi 
pada malam hari di banyak kawasan strategis, misalnya : hik. Dari sini muncul 
julukan Sala, kota yang tak pernah tidur. 
 
2. Visi dan Misi Kota Surakarta 
Visi :Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi 
perdagangan, jasa,pemdidikan, pariwisata dan olah raga. 
Misi : 
a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam 
semua bidang pembangunan serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan 
komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai Solo Kota Budaya. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam 
penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni guna 
mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani berlandaskan ke Tuhanan 
Yang Maha Esa. 
c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan 
berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi serta mendagunakan 
potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan. 
d. Memberdayakan peran dan fungsi hukum pelaksanaan hak asasi manusia dan 
demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utama para penyelenggara 
pemerintah. 
3. Kondisi Geografis Kota Solo 
a. Geografis 
Secara astronomis  Kota Surakarta terletak diantara 110˚ 45’ 15” – 110˚ 45’ 35” 
Bujur Timur dan antara 7˚ 36’ 43”- 7˚ 56’ 28” Lintang Selatan dengan luas 
wilayah 44,06 km2. Secara geografis Surakarta berada diantara dua buah gunung 
yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi. Dan berada ditepi Sungai Bengawan 
Solo sehingga Kota Surakarta memiliki topografi yang relatif rendah, dengan 
ketinggian rata-rata 92m di atas permukaan laut. Suhu udara antara 24,8 – 28,1˚C 
dengan kelembanban udara 84%. 
b. Sumber Daya Alam 
Kota Surakarta yang luas wilayahnya 44,06 km2. Sebagian lahan dipakai sebagai 
tempat permukiman yaitu seluas 61,68%, sedangkan untuk kegiatan ekonomi 
juga memakan tempat yang cukup besar juga yaitu berkisar antara 20% dari luas 
lahan yang ada. 
c. Sumber Daya Manusia 
Kota Surakarta merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat, 
dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,52% pertahun. Jumlah 
penduduk kota Surakarta berdasarkan pendataan penduduk berkelanjutan tahun 
2007 kurang lebih sebanyak 497.234 jiwa dengan seks rasio 91,42 (setiap 100 
peduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki) 
Jumlah angkatan kerja sebanyak 261.143 jiwa atau sebesar 50,67%. Wanita 
yang telah bekerja sebesar 42,81% dan sisanya adalah mereka yang masih 
sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. 
Menurut hasil SUSENAS 2007 ada sebanyak 3,7% penduduk usia 7- 15 
tahun yang putus sekolah. Sementara itu yang belum pernah sekolah mencapai 
0,53% dari penduduk yang berusia 7-15 tahun. 
d. Wilayah Administrasi 
Wilayah Administrasi Kota Surakarta terbagi menjadi lima wilayah kecamatan 
yaitu Jebres, Banjarsari, Pasar Kliwon Serengan dan Laweyan yang terdiri dari 51 
kelurahan dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. 
Wilayah terluas berada di Kecamatan Banjarsari (14,81 km2) dan wilayah 
tersempit di Kecamatan Serengan (3,19 km2). Kepadatan penduduk tertinggi 
berada di Kecamatan Pasar Kliwon (4,82 jiwa/km2) dan terendah di Kecamatan 
Jebres (12,58 jiwa/km2). 
4. Sosial dan Budaya 
a. Stuktur Penduduk 
Jumlah penduduk berdasarkan monografi kelurahan Tahun 2007 sebanyak 
515.372 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 246.132 jiwa dan perempuan 
269.240 jiwa. Seks rasio sebesar 92, artinya setiap 100 peduduk perempuan 
terdapat 92 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau dari penduduk yang berusia 
anak-anak dan yang berusia dewasa, penduduk Kota Surakarta terdiri dari 
181.945 jiwa anak-anak dan 373.450 jiwa berusia dewasa. Penduduk berusia 
produktif sebanyak 336.354 jiwa dan yang berusia tidak produktif sebanyak 
139.148 jiwa. Jumlah dan struktur penduduk seperti itu menunjukkan potensi 
pasar dan deferensiasi pasar yang cukup besar. Perbandingan jumlah penduduk 
laki-laki dengan perempuan yang seimbang dan lebih dari 75% penduduk berusia 
produktif. Kota Surakarta memiliki sumberdaya manusia yang potensial untuk 
menangani berbagai sektor, seperti jasa, perdagangan, teknologi terapan dan 
manufaktur. 
Tabel 4.1. Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota 
Surakarta Tahun 1990-2007 
 
TAHUN PRIA RASIO 
PRIA 
WANITA RASIO 
WANITA 
TOTAL RASIO 
TOTAL 
RASIO 
JENIS 
KELAMIN 
1990 242.071 48 261.756 52 503.827 100 92,48 
1995 249.084 48 267.510 52 516.594 100 93,11 
2000 238.158 49 252.056 51 490.214 100 94,49 
2003 242.591 49 254.643 51 497.234 100 95,27 
2004 249.278 49 261.433 51 510.711 100 95,35 
2005 250.868 47 283.672 53 534.540 100 88,44 
2006 254.259 50 258.639 50 512.898 100 98,31 
2007 246.132 48 269.240 52 515.372 100 91,42 
 Sumber : Data sekunder yang diolah 
Pertumbuhan penduduk pria Kota Surakarta mulai Tahun 1990 sampai dengan 
Tahun 1995 selalu mengalami peningkatan sebesar 7.013, Tahun 1995 sampai 
dengan Tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 10.926, Tahun 2003 
mengalami peningkatan sebesar 4.433, Tahun 2004 mengalami peningkatan 
sebesar 6.687, Tahun 2004 sampai Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 
1.590, Tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 3.391, dan Tahun 2007 
mengalami penurunan sebesar 8.127. 
Pertumbuhan pendudukan wanita Kota Surakarta Tahun 1990 sebesar 261.756, 
pada Tahun 1995 mengalami kenaikan sebesar 5.754, dari Tahun 1995 sampai 
dengan Tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 15.454, Tahun 2000 sampai 
dengan Tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 2.587, Tahun 2003 sampai 
dengan Tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 6.790, Tahun 2004 sampai 
dengan Tahun 2005 kenaikan sebesar 22.239, Tahun 2005 sampai dengan Tahun 
2006 mengalami penurunan sebesar 25.033, dan Tahun 2006 sampai dengan 
Tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 10.601. 
b. Kepadatan Penduduk 
Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Tahun 2007 adalah 564,920 jiwa/km2, 
dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Serengan sebesar 19,884 jiwa/km2 dan 
kepadatan terendah di Kecamatan Banjarsari sebesar 10.888 jiwa/km2. 
c. Ketenagaan Kerja 
Jumlah angkatan kerja 227.212 jiwa, terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 
208.894 jiwa; yang masih mencari pekerjaan sebanyak 18.318 jiwa dan bukan 
angkatan kerja karena masih sekolah, ibu rumah tangga dan lain-lain sebanyak 
188.716 jiwa. 
 
d. Mata Pencaharian Penduduk 
Surakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki struktur tenaga 
kerja yang hampir sama, yaitu didominasi oleh sektor industri, dan sektor jasa. 
Berdasarkan data Susenas Tahun 2007, struktur pekerjaan penduduk Kota 
Surakarta sebagian besar bekerja dibidang jasa perdagangan, rumah makan dan 
hotel sebanyak 111 ribu atau 42%, lalu disusul bidang pekerjaan yang banyak 
diambil oleh penduduk Surakarta adalah industri pengolahan sebesar 58 ribu 
(22,3%) dan jasa lainnya (pendidikan, kesehatan dll) sebanyak 55 ribu penduduk 
(21%). 
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 
Jumlah Pekerja Lapangan Usaha 
 Pria Wanita Total % 
a.  Pertanian, Perikanan 1055 505 1560 0.6 
b.  Pertambangan dan penggalian - - - - 
c.  Industri Pengilahan 31635 26601 58236 22.3 
d.  Listrik, gas dan air 284 202 486 0.19 
e.   Bangunan 9536 506 10042 3.85 
f.   Perdagangan, rumah makan dan hotel 58917 52970 111887 42.85 
g.  Angkutan, Penggudangan dan 15017 2638 17655 6.76 
h   Keuangan Asuransi 4865 1409 6247 2.39 
i.   Jasa Kemasyarakatan 28020 26983 55003 21.6 
Total 149329 111814 261116 100 
Keterangan : % (persentase total penduduk berdasarkan lapangan usaha)  
Sumber : Data sekunder yang diolah 
e. Tingkat Pendidikan Penduduk 
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Surakarta 
jumlah terbanyak tamat SMU/MA 116.750 jiwa, kemudian diikuti tamat 
SD/MI/sederajat 95.370 jiwa, tamat SLTP/MTs atau sederajat 82.769 jiwa, tidak 
tamat SD 36.420 jiwa, tamat SMK 26.237 jiwa, S1 24.216 jiwa, Dlll 15.253 jiwa, 
Dl/Dll 3.665 jiwa dan tamat S2/S3 sebanyak 1.018 jiwa. 
f. Kesehatan 
Kesadaran masyarakat Kota Solo untuk hidup bersih dan sehat relative cukup 
tinggi.Melalui aspirasi masyarakat lewat Muskelbang, jajaran kesehatan dan 
lembaga kesehatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran 
tepat mutu dan tepat administrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu 
meningkatkan derajat kesehatan secara signifikan. Gambaran enam indikator 
derajat kesehatan Tahun 2004 sebagai berikut : 
1) Angka kematian bayi lahir sebesar 5,42 perseribu kelahiran hidup atau menurun 
0.28 perseribu kelahiran dibanding tahun 2003 sebesar 5,7 perseribu, jauh lebih 
rendah dari angka Propinsi Jawa Tengah sebesar 9,44 perseribu kelahiran; 
2) Angka kematian ibu melahirkan 0,43 perseribu kelahiran atau menurun 0,08 
perseribu kelahiran dibanding tahun 2003 sebesar 0,51 perseribu kelahiran; 
3) Angka kematian anak balita 0,32 perseribu atau naik 0,09 perseribu dibanding 
dengan Tahun 2003 sebesar 0,23 kematian perseribu anak, jauh dibawah angka 
Propinsi Jawa Tengah sebesar 11,3 sebesar 11,3 kematian perseribu anak; 
4) Angka kesembuhan dari penyakit tuberkolosis paru sebesar 97,2 % dari 
kemungkinan tersangka,atau meningkat 0,2 % jauh di atas angka Propinsi Jawa 
Tengah sebesar 61%; 
5) Angka penemuan penderita tuberkulosis paru sebesar 32 %, meningkat tujuh % 
dibanding Tahun 2003 sebesar 25 % jauh di atas angka Propinsi Jawa Tengah 
sebesar 22%; 
6) Angka kesakitan penyakit demam berdarah sebesar 6,9 persepuluhribu penduduk 
menurun 1,1 persepuluh ribu penduduk dibanding Tahun 2003 sebesar delapan 
persepuluh ribu penduduk. 
 
 
g. Budaya dan Pariwisata 
Sebagai kota tua bekas ibukota kerajaan dinasti Mataram, Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat, Kota Sala kaya akan peninggalan Budaya Jawa. Kelima elemen 
Budaya Jawa dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Sistem religi dan kepercayaan 
Salah satu sistem reliji dan kepercayaan kejawen memang mengajarkan agar 
seseorang membiasakan laku spiritual seperti suka prihatin berjaga malam (Jawa : 
lek-lekan). Dengan kebiasaan melakukan spiritual lek-lekan, orang Jawa 
menyakini sebagai sarana komunikasi transedental seorang mahluk (jagad alit) 
dengan sang kholiq (jagad ageng) mencari keharmonisan dan keselarasan hidup. 
2) Adat istiadat dan tradisi 
Sebagai bekas ibukota Kerajaan Surakarta sejak Tahun 1745, tata nilai budaya 
yang meliputi adat-istiadat dan tradisi yang semula hanya diuri-uri di dalam 
tembok keraton, lama-kelamaan juga dilakukan dan berkembang menjadi adat-
istiadat masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan 
betapa besar pengaruh kultural Kerajaan Surakarta terhadap pembentukan nilai 
budaya nasional. Sebagai contoh adat-istiadat dan tradisi budaya adalah : tata cara 
daur hidup seperti : upacara mitoni, medeking, sepasaran bayi, tedhak siti bagi 
bayi menjelang dapat berjalan kaki; supitan atau sunatan, pernikahan, 
pemakaman, bersih desa, dsb. 
3) Bahasa (Jawa) 
Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia yang paling tua, merupakan 
cermin peradaban suatu bangsa pemilik bahasa itu. Demikian Bahasa Jawa, 
merupakan cermin peradaban orang Jawa. Bahasa Jawa yang memiliki undha 
usuking bahasa (karma inggil, karma madya, dan ngoko) mengindikasikan bahwa 
orang Jawa sangat menghormati orang lain secara proposional (falsafah Jawa : 
Nguwongke Wong), sekalipun orang lain itu dalam strata sosial yang lebih 
rendah. Mengingat karakteristik bahasa Jawa seperti itulah, maka sebagian besar 
aparat di birokrasi pemerintah di Kota Surakarta masih cenderung familier 
menggunakan bahasa pengantar sehari-hari dengan bahasa Jawa. Bahkan selama 
lima tahun terakhir ini prinsip manajemen pemerintah di Kota Surakarta dengan 
mengembangkan falsafah Nguwongke Wong tersebut. 
4) Kesenian 
Karya seni, merupakan ekspresi seseorang kedalam suatu simbul visual, gerak, 
suara maupun ujud fisik dengan mengutamakan kehalusan dan keindahan rasa. 
Jadi semakin abstrak ekspresi suatu karya seni akan semakin tinggi pula kualitas 
(adiluhung) seni tersebut, maka semakin adiluhung pula peradaban angsa 
tersebut. 
Banyak karya seni adiluhung yang merupakan peninggalan kerajaan. Sebagai 
contoh : a) Seni tari, antara lain Tari Gambyong dan Tari Bedhaya Ketawang; b) 
Seni pewayangan, antara lain wayang kulit dan wayang orang; c) Seni pahat; d) 
Seni tatah sungging; e) Seni musik, antara lain santiswaran, larasmadya, 
keroncong, kerawitan. 
5) Sistem teknologi peralatan 
Teknologi merupakan penerapan praktis dari ilmu pengetahuan untuk 
memperoleh kemudahan tata cara kehidupan. Sistem teknologi peralatan yang 
dikembangkan orang Jawa telah menyentuh untuk pemenuhan seluruh kebutuhan 
hidup suatu keluarga dan kelompok. Sesuai dengan zamannya, sistem teknologi 
peralatan yang diutamakan nenek moyang kita adalah senjata sebagai sarana 
perlindungan diri (Jawa : piandel) seperti keris, tombak, pedang; peralatan 
bercocok tanam; perkakas dapur, alat permainan anak-anak, seperti dakon; 
bangunan keraton, bangunan tempat tinggal. Secara umum, sistem teknologi 
peralatan Jawa dikelompokkan kedalam artefak, sosiafak maupun metafak. 
Bangunan yang termasuk artefak antara lain : bangun cagar budaya bekas istana 
dan kelengkapan Kerajaan Kasunanan Surakarta dan situsnya, Pura 
Mangkunegaran dan situsnya. Sistem teknologi yang termasuk sosiofak antara 
lain berupa event-event kultural seperti Sekaten, Malem Selikuran, Kirab Pusaka 
satu Sura; dan yang termasuk metafak antara lain berupa apresiasi seni budaya 
seperti wayang orang, tarian-tarian sakral. Khususnya artefak, Kota Surakarta 
memiliki 63 bangunan cagar budaya berupa : (1) kelompok bangunan kawasan 
tradisiomal, ada 12 buah;(2) kelompok bangunan umum kolonial, ada 19 buah; 
(3) kelompok bangunan peribadatan, ada tujuh buah; (4) kelompok bangunan 
monumen/tugu/perabot jalan, ada 21 buah; (5) kelompok bangunan taman/ ruang 
terbuka, ada lima buah. Untuk menjaga kelestarian ke-63 bangunan cagar budaya 
tersebut, telah dilakukan penyusunan Rencana Induk Pendayagunaan (RIP) 
Bangunan Cagar Alam Menjadi Obyek Wisata. Dengan RIP tersebut diharapkan 
banyak calon investor yang berminat menanamkan modalnya dalam pemanfaatan 
banyaknya aset budaya tersebut untuk dikembangkan menjadi objek wisata 
sekaligus sebagai pengalian dana konservasi. 
h. Ekonomi 
Sebagai daerah yang miskin sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi 
Kota Surakarta sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh seberapa jauh output 
yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan sektor ini akan sangat tergantung pada 
masukan produk SDA dari luar wilayah Surakarta, khususnya wilayah 
SUBOSUKAWONOSRATEN. Akan tetapi, karena Surakarta memiliki fungsi 
layanan jasa-jasa, maka wilayah-wilayah disekitar Surakarta tersebut juga 
menggantungkan layanan jasa yang diproduksi di Surakarta untuk menjalankan 
roda ekonominya.  
i. Infrastruktur 
1) Transportasi 
Kondisi infrastuktur transportasi di Surakarta relatif karena didukung 
dengan perawatan yang baik, akan tetapi dengan meningkatnya volume 
penggunaan jalan khususnya jalan raya maka mengakibatkan timbulnya 
kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan. 
2) Telekomunikasi 
Berkembangnya ilmu teknologi di bidang informasi dan komunikasi 
berpengaruh pada pergeseran pola komunikasi masyarakat dari surat menyurat 
melalui pos ke telekomunikasi selular. Produksi jasa pengiriman surat dari 
masyarakat melalui kantor pos Indoesia tahun 2003 menurun hingga 25% 
dibandingkan dengan tahun 2002. Sebaliknya pemakai pulsa oleh masyarakat 
yang tercatat di PT. Telkom semakin meningkat pada tahun 2003 terjadi 
peningkatan sebesar 22,47%. 
3) Air Bersih 
Sumber air bersih di wilayah Kota Surakarta sebagian dilayani oleh PDAM 
melalui jaringan perpipaan dan oleh masyarakat dari sumur galian atau sumur 
dalam. Pelayanan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah kota. Cakupan 
pelayanan air bersih PDAM di masing-masing kecamatan meliputi Laweyan 
13,39%; Serengan 20,415%; Pasar Kliwon 42,251%; Jebres 49,506% dan 
Banjarsari 31,979%. 
4) Sistem Drainase 
Kota Surakarta dengan luas wilayah 4.404,06 ha. Terletak di daerah yang 
rendah. Secara umum sistem drainase di Kota Surakarta dialirkan melalui sungai-
sungai yang melintasi kota seperti Kali Pepe, Kali Jenes dan Kali Anyar yang 
kesemuanya bermuara ke Bengawan Solo. Terkait dengan drainase kota, di 
Surakarta terjadi dua jenis banjir yaitu banjir lokal dan banjir regular. Banjir lokal 
adalah banjir yang disebabkan oleh genangan air hujan di tempat-tempat tertentu 
karena hambatan aliran air ke saluran pengumpul, sedangkan banjir regular 
adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan air Bengawan Solo, 
sehingga terjadi aliran balik dari Bengawan Solo ke sungai-sungai yang melintasi 
kota. 
Sejarah banjir terbesar di Surakarta terjadi pada tahun 1966 dimana tercatat 
tinggi muka air Bengawan Solo mencapai ±90.165m. Setelah Waduk Gajah 
Mungkur Wonogiri dibangun, tinggi muka air (TMA) di Jurug (Bengawan Solo) 
±88.98 m, Kali Pepe ±88.70 m, tinggi tanggul penangkis air di Demangan ±90.00 
m. Memperhatikan kondisi di atas jadi secara teoritis kota Surakarta aman dari 
banjir. 
 
B. Analisis Data 
1. Analisis Fungsi Wilayah Kota Surakarta 
a. Analisis Pola Pemukiman Kota Surakarta 
1) Aspek Pendidikan 
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Setiap kita bertanggung jawab 
terhadap pendidikan bangsa ini. Tidak hanya bagi mereka yang terjun di lembaga 
pendidikan formal seperti guru, dosen dan sebagainya, tapi semuanya. 
Pemahaman ini yang harus tertanam terlebih dahulu. Pendidikan tidak sama 
dengan sekolah. Cakupannya luas tak terbatas. Sekolah hanya satu bagian kecil 
dari sarana pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya terpaku pada 
transfer materi dari guru ke murid.  
Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Kota 
Surakarta direalisasikan melalui pembangunan sekolah-sekolah baik SD, SMP, 
SMA maupun SMK yang tersebar dibeberapa kecamatan. Data penyebaran 
sekolah tersebut adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.3 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 1995 (Pendidikan) 
 
Jenis Fungsi 
Tingkat Pendidikan 
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  SD SMP SMA SMK 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Laweyan  101718 61 19 13 13 106     
      19,55 23,75 27,66 33,33 104,294 26,0735 2 
2 Serengan 62112 36 12 3 2 53     
      11,54 15 6,383 5,128 38,0496 9,51241 5 
3 Pasarkliwon 82748 59 10 5 2 76     
      18,91 12,5 10,64 5,128 47,1768 11,7942 4 
4 Jebres 128492 66 17 6 6 95     
      21,15 21,25 12,77 15,38 70,5544 17,6386 3 
5 Banjarsari 158558 90 22 20 16 148     
      28,85 27,5 42,55 41,03 139,925 34,9812 1 
Total fungsi   312 80 47 39 478     
Total prosen   100 100 100 100 400 100   
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar 
berdasarkan kecamatan pada Tahun 1995 terdiri dari 61 untuk Kecamatan 
Laweyan, 36 di Kecamatan Serengan, 59 di Kecamatan Pasar Kliwon, 66 di 
Kecamatan Jebres dan 90 di Kecamatan Banjarsari sehingga total Sekolah Dasar 
yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 312 Sekolah Dasar. 
Jumlah SMP berdasarkan  Kecamatan pada Tahun 1995 terdiri dari 19 
untuk Kecamatan Laweyan, 12 di Kecamatan Serengan, 10 di Kecamatan Pasar 
Kliwon, 17 di Kecamatan Jebres dan 22 di Kecamatan Banjarsari sehingga total 
SMP yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 80 SMP. 
Jumlah SMA berdasarkan  kecamatan pada Tahun 1995 terdiri dari 13 
untuk Kecamatan Laweyan, 3 di Kecamatan Serengan, lima di Kecamatan Pasar 
Kliwon, 6 enam di Kecamatan Jebres dan 20 di Kecamatan Banjarsari sehingga 
total SMP yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 47 SMA. 
Jumlah SMK berdasarkan  kecamatan pada Tahun 1995 terdiri dari 13 
untuk Kecamatan Laweyan, dua di Kecamatan Serengan, dua di Kecamatan Pasar 
Kliwon, enam di Kecamatan Jebres dan 16 di Kecamatan Banjarsari sehingga 
total SMK yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 39 SMK. 
Tabel  4.4 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2000 (Pendidikan) 
 
Jenis Fungsi 
Tingkat Pendidikan 
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  SD SMP SMA SMK 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Laweyan  106429 61 19 13 13 106     
      19,55 23,75 27,66 33,33 104,294 26,0735 2 
2 Serengan 61754 36 12 3 2 53     
      11,54 15 6,383 5,128 38,0496 9,51241 5 
3 Pasarkliwon 84535 59 10 5 2 76     
      18,91 12,5 10,64 5,128 47,1768 11,7942 4 
4 Jebres 135764 66 17 6 6 95     
      21,15 21,25 12,77 15,38 70,5544 17,6386 3 
5 Banjarsari 158558 90 22 20 16 148     
      28,85 27,5 42,55 41,03 139,925 34,9812 1 
Total fungsi   312 80 47 39 478     
Total prosen   100 100 100 100 400 100  
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar 
berdasarkan kecamatan pada Tahun 2000 terdiri dari 61 untuk Kecamatan 
Laweyan, 36 di Kecamatan Serengan, 59 di Kecamatan Pasar Kliwon, 66 di 
Kecamatan Jebres dan 90 di Kecamatan Banjarsari sehingga rotal Sekolah Dasar 
yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 312 Sekolah Dasar. 
Jumlah SMP berdasarkan kecamatan pada Tahun 2000 terdiri dari 19 untuk 
Kecamatan Laweyan, 12 di Kecamatan Serengan, 10 di Kecamatan Pasar 
Kliwon, 17 di Kecamatan Jebres dan 22 di Kecamatan Banjarsari sehingga Total 
SMP yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 80 SMP. 
Jumlah SMA berdasarkan kecamatan pada Tahun 2000 terdiri dari 13 untuk 
Kecamatan Laweyan, 3 di Kecamatan Serengan, 5 di Kecamatan Pasar Kliwon, 6 
di Kecamatan Jebres dan 20 di Kecamatan Banjarsari sehingga total SMP yang 
terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 47 SMA. 
Jumlah SMK berdasarkan kecamatan pada Tahun 2000 terdiri dari 13 untuk 
Kecamatan Laweyan, tiga di Kecamatan Serengan, lima di Kecamatan Pasar 
Kliwon, enam di Kecamatan Jebres dan 20 di Kecamatan Banjarsari sehingga 
total SMK yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 39 SMK. 
Tabel  4.5 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2005 (Pendidikan) 
 
Jenis Fungsi 
Tingkat Pendidikan 
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  SD SMP SMA SMK 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Laweyan  109155 47 17 12 12 88     
      17,28 23,94 29,27 29,27 99,7597 24,9399 2 
2 Serengan 60635 31 10 3 4 48     
      11,4 14,08 7,317 9,756 42,5547 10,6387 5 
3 Pasarkliwon 60708 59 9 4 2 74     
      21,69 12,68 9,756 4,878 49,0014 12,2503 4 
4 Jebres 139292 54 17 6 6 83     
      19,85 23,94 14,63 14,63 73,0649 18,2662 3 
5 Banjarsari 162256 81 18 16 17 132     
      29,78 25,35 39,02 41,46 135,619 33,9048 1 
Total fungsi   272 71 41 41 425     
Total prosen   100 100 100 100 400 100  
 Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar 
berdasarkan kecamatan pada Tahun 2005 terdiri dari 47 untuk Kecamatan 
Laweyan, 31 di Kecamatan Serengan, 59 di Kecamatan Pasar Kliwon, 54 di 
Kecamatan Jebres dan 81 di Kecamatan Banjarsari sehingga total Sekolah Dasar 
yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 272 Sekolah Dasar. 
Jumlah SMP berdasarkan kecamatan pada Tahun 2005 terdiri dari 17 untuk 
Kecamatan Laweyan, 10 di Kecamatan Serengan, sembilan di Kecamatan Pasar 
Kliwon, 17 di Kecamatan Jebres dan 18 di Kecamatan Banjarsari sehingga total 
SMP yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 71 SMP. 
Jumlah SMA berdasarkan kecamatan pada Tahun 2005 terdiri dari 12 untuk 
Kecamatan Laweyan, tiga di Kecamatan Serengan, empat di Kecamatan Pasar 
Kliwon, enam di Kecamatan Jebres dan 16 di Kecamatan Banjarsari sehingga 
total SMP yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 41 SMA. 
Jumlah SMK berdasarkan kecamatan pada Tahun 2005 terdiri dari 12 untuk 
Kecamatan Laweyan, empat di Kecamatan Serengan, dua di Kecamatan Pasar 
Kliwon, enam di Kecamatan Jebres dan 17 di Kecamatan Banjarsari sehingga 
total SMK yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 41 SMK. 
Analisis pola pemukiman Kota Surakarta berdasarkan dengan matrik fungsi 
wilayah ditinjau dari aspek pendidikan selama tahun 1995, 2000, dan 2005 dapat 
dilihat pada grafik berikut ini. 
 
 
 
 
Grafik 4.1 
Matrik Fungsi Wilayah ditinjau dari Aspek Pendidikan 
 
2) Aspek Kesehatan 
Pembangunan kesehatan di Kota Surakarta sudah dilaksanakan melalui 
pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan agar masyarakat bisa sedekat 
mungkin untuk menjangkaunya selama lima dekade ini. Perluasan jangkauan 
pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah telah diawali sejak tahun 1998 melalui program JPS-BK. Perubahan 
pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola 
pembiayaan kesehatan berbasis out of pocket menimbulkan beban ganda bagi 
masyarakat, dan hal ini amat dirasakan terutama oleh penduduk miskin. Sehingga 
mereka akan semakin sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai. 
Di Kota Surakarta sebaran data rumah sakit, puskesmas, serta puskesmas 
pembantu dalam kurun waktu 1995, 2000 dan 2005 dapat dilihat dalam tabel 
berikut. 
Tabel  4.6 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 1995 (Kesehatan) 
 
 Jenis Fungsi  
 Kesehatan  
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  RS PUS P PEMB 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Laweyan  101718 1 2 4 7     
      10 18,182 22,222 50,404 16,8013 3 
2 Serengan 62112 2 1 2 5     
      20 9,0909 11,111 40,202 13,4007 4 
3 Pasarkliwon 82748 1 2 2 5     
      10 18,182 11,111 39,2929 13,0976 5 
4 Jebres 128492 3 3 4 10     
      30 27,273 22,222 79,4949 26,4983 2 
5 Banjarsari 158558 3 3 6 12     
      30 27,273 33,333 90,6061 30,202 1 
Total fungsi   10 11 18 39     
Total prosen   100 100 100 300 100   
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rumah sakit 
berdasarkan kecamatan pada Tahun 1995 terdiri dari satu untuk Kecamatan 
Laweyan, dua di Kecamatan Serengan, satu di Kecamatan Pasar Kliwon, tiga di 
Kecamatan Jebres, dan tiga di Kecamatan Banjarsari sehingga total rumah sakit 
yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 10 rumah sakit.  
Jumlah puskesmas berdasarkan kecamatan pada Tahun 1995 terdiri dari dua 
untuk Kecamatan Laweyan, satu di Kecamatan Serengan, dua di Kecamatan 
Pasar Kliwon, tiga di Kecamatan Jebres, dan tiga di Kecamatan Banjarsari 
sehingga total puskesmas yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 11 
puskesmas. 
Jumlah puskesmas pembantu berdasarkan kecamatan pada Tahun 1995 
terdiri dari empat untuk Kecamatan Laweyan, dua di Kecamatan Serengan, dua di 
Kecamatan Pasar Kliwon, empat di Kecamatan Jebres dan enam di Kecamatan 
Banjarsari sehingga total puskesmas pembantu yang terdapat di lima kecamatan 
tersebut sebanyak 18 puskesmas pembantu. 
Tabel  4.7 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2000 (Kesehatan) 
 
 Jenis Fungsi  
 Kesehatan  
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  RS PUS P PEMB 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Laweyan  106429 2 3 6 11     
      16,67 20 22,22222 58,8889 19,6296 3 
2 Serengan 61754 2 2 3 7     
      16,67 13,3333 11,11111 41,1111 13,7037 5 
3 Pasarkliwon 84535 2 3 4 9     
      16,67 20 14,81481 51,4815 17,1605 4 
4 Jebres 135764 3 4 6 13     
      25 26,6667 22,22222 73,8889 24,6296 2 
5 Banjarsari 161769 3 3 8 14     
      25 20 29,62963 74,6296 24,8765 1 
Total fungsi   12 15 27 54    
Total prosen   100 100 100 300 100  
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rumah sakit 
berdasarkan kecamatan pada Tahun 2000 terdiri dari dua untuk Kecamatan 
Laweyan, dua di Kecamatan Serengan, dua di Kecamatan Pasar Kliwon, tiga di 
Kecamatan Jebres, dan tiga di Kecamatan Banjarsari sehingga total rumah sakit 
yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 12 rumah sakit.  
Jumlah puskesmas berdasarkan kecamatan pada Tahun 2000 terdiri dari tiga 
untuk Kecamatan Laweyan, dua di Kecamatan Serengan, tiga di Kecamatan Pasar 
Kliwon, empat di Kecamatan Jebres, dan tiga di Kecamatan Banjarsari sehingga 
total puskesmas yang terdapat di lima kecamatan tersebut sebanyak 15 
puskesmas. 
Jumlah puskesmas pembantu berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2000 
terdiri dari enam untuk Kecamatan Laweyan, tiga di Kecamatan Serengan, empat 
di Kecamatan Pasar Kliwon, enam di Kecamatan Jebres dan delapan di 
Kecamatan Banjarsari sehingga total puskesmas pembantu yang terdapat di lima 
kecamatan tersebut sebanyak 27 puskesmas pembantu. 
Tabel  4.8 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2005 (Kesehatan) 
 
 Jenis Fungsi  
 Kesehatan  
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  RS PUS P PEMB 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Laweyan  109155 2 3 6 11     
      16,7 20 22,222222 58,8889 19,6296 3 
2 Serengan 60635 2 2 3 7     
      16,7 13,3333 11,111111 41,1111 13,7037 5 
3 Pasarkliwon 60708 2 3 4 9     
      16,7 20 14,814815 51,4815 17,1605 4 
4 Jebres 139292 3 4 6 13     
      25 26,6667 22,222222 73,8889 24,6296 2 
5 Banjarsari 162256 3 3 8 14     
      25 20 29,62963 74,6296 24,8765 1 
Total fungsi   12 15 27 54     
Total prosen   100 100 100 300 100  
 Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa jumlah RS, Puskesmas dan 
PUSK Pembantu berdasarkan  kecamatan pada Tahun 2005 untuk Kecamatan 
Laweyan, dua rumah sakit, tiga puskesmas dan enam puskesmas pembantu. 
Kecamatan Serengan  dua rumah sakit, dua puskesmas dan tiga puskesmas 
pembantu. Kecamatan Pasar Kliwon dua rumah sakit, tiga puskesmas dan empat 
puskesmas pembantu. Kecamatan Jebres empat rumah sakit, empat puskesmas 
dan enam puskesmas pembantu. Kecamatan Banjarsari tiga rumah sakit, tiga 
puskesmas dan delapan puskesmas pembantu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis pola pemukiman Kota Surakarta berdasarkan matrik fungsi 
wilayah ditinjau dari aspek kesehatan selama tahun 1995, 2000, dan 2005 dapat 
dilihat pada grafik berikut ini. 
Grafik 4.2 
Matrik Fungsi Wilayah ditinjau dari Aspek Kesehatan 
 
3) Aspek Administrasi 
Administrasi publik pada dasarnya berasal dari tanggung jawab banyak 
pihak. Dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan apa, mengapa dan 
bagaimana membuat kemajuan hubungan antara pemerintah, swasta dan warga 
negara dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik. Penelitian ini ternyata 
menghasilkan kajian bahwa dengan adanya kerja kolaborasi antara pemerintah, 
swasta dan warga negara dapat memberikan keuntungan yang lebih pada negara  
meskipun tidak sepenuhnya ditangani. Hal ini dapat dicoba sebagai salah satu 
cara untuk memajukan negara baik secara teori maupun praktik dalam kolaborasi 
pelayanan publik modern. Sistem administrasi Kota Surakarta yang terbagi atas 
kelurahan, RT, RW, LMD pada tiap kecamatan tersebar dalam data berikut. 
Tabel  4.9 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 1995 (Administrasi) 
 
 Jenis Fungsi  
 Administrasi  
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  KEL RW RT LMD 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Laweyan  101718 11 98 438 11 558     
      21,57 17,28 17,13 21,57 77,5507 19,388 3 
2 Serengan 62112 7 66 333 7 413     
      13,73 11,64 13,02 13,73 52,1143 13,029 5 
3 Pasarkliwon 82748 9 98 412 9 528     
      17,65 17,28 16,11 17,65 68,6907 17,173 4 
4 Jebres 128492 11 143 585 11 750     
      21,57 25,22 22,88 21,57 91,2361 22,809 2 
5 Banjarsari 158558 13 162 789 13 977     
      25,49 28,57 30,86 25,49 110,408 27,602 1 
Total fungsi   51 567 2557 51 3226     
Total prosen   100 100 100 100 400 100   
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Dari Tabel 4.9 di atas, jumlah kelurahan, RW, RT dan LMD pada tahun 
1995 pada Kecamatan Laweyan terdiri dari 11 kelurahan, 98 RW, 438 RT dan 11 
LMD. Kecamatan Serengan terdiri dari tujuh kelurahan, 66 RW, 333 RT dan 
tujuh LMD. Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari sembilan kelurahan, 98 RW, 
412 RT dan sembilan LMD. Kecamatan Jebres  terdiri dari 11 kelurahan, 143 
RW, 585 RT dan 11 LMD. Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 kelurahan, 162 
RW, 789 RT dan 13 LMD. 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4.10 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2000 (Administrasi) 
 Jenis Fungsi  
 Administrasi  
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  KEL RW RT LMD 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Laweyan  106429 11 98 438 11 558     
      21,57 17,28 17,13 21,57 77,5507 19,388 3 
2 Serengan 61754 7 66 333 7 413     
      13,73 11,64 13,02 13,73 52,1143 13,029 5 
3 Pasarkliwon 84535 9 98 412 9 528     
      17,65 17,28 16,11 17,65 68,6907 17,173 4 
4 Jebres 135764 11 143 585 11 750     
      21,57 25,22 22,88 21,57 91,2361 22,809 2 
5 Banjarsari 161769 13 162 789 13 977     
      25,49 28,57 30,86 25,49 110,408 27,602 1 
Total fungsi   51 567 2557 51 3226     
Total prosen   100 100 100 100 400 100   
Sumber : Data sekunder yang diolah 
 
Dari Tabel 4.10 jumlah kelurahan, RW, RT dan LMD pada tahun 2000 
pada Kecamatan Laweyan terdiri dari 11 kelurahan, 98 RW, 438 RT dan 11 
LMD. Kecamatan Serengan terdiri dari tujuh kelurahan, 66 RW, 333 RT dan 
tujuh LMD. Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari sembilan kelurahan, 98 RW, 
412 RT dan sembilan LMD. Kecamatan Jebres  terdiri dari 11 kelurahan, 143 
RW, 585 RT dan 11 LMD. Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 kelurahan, 162 
RW, 789 RT dan 13 LMD. 
Tabel 4.11 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman 
Kota Surakarta 2005 (Administrasi) 
 
 Jenis Fungsi  
 Administrasi  
  
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  KEL RW RT LMD 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Laweyan  109155 11 105 451 11 578     
      21,57 17,74 17,06 21,57 77,93123 19,48281 3 
2 Serengan 60635 7 75 332 7 421     
      13,73 12,67 12,56 13,73 52,67663 13,16916 5 
3 Pasarkliwon 60708 9 100 424 9 542     
      17,65 16,89 16,04 17,65 68,22232 17,05558 4 
4 Jebres 139292 11 145 605 11 772     
      21,57 24,49 22,88 21,57 90,5125 22,62812 2 
5 Banjarsari 162256 13 167 832 13 1025     
      25,49 28,21 31,47 25,49 110,6573 27,66433 1 
Total fungsi   51 592 2644 51 3338     
Total prosen   100 100 100 100 400 100   
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Dari Tabel 4.11 di atas, jumlah kelurahan, RW, RT dan LMD pada tahun 2005 
pada Kecamatan Laweyan terdiri dari 11 kelurahan, 98 RW, 438 RT dan 11 
LMD. Kecamatan Serengan terdiri dari tujuh kelurahan, 66 RW, 333 RT dan 
tujuh LMD. Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari sembilan kelurahan, 98 RW, 
412 RT dan sembilan LMD. Kecamatan Jebres  terdiri dari 11 kelurahan, 143 
RW, 585 RT dan 11 LMD. Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 kelurahan, 162 
RW, 789 RT dan 13 LMD. 
Analisis pola pemukiman Kota Surakarta berdasarkan dengan matrik fungsi 
wilayah ditinjau dari aspek administrasi selama tahun 1995, 2000, dan 2005 dapat 
dilihat pada grafik berikut ini. 
Grafik 4.3 
Matrik Fungsi Wilayah ditinjau dari Aspek Administrasi 
 
4) Aspek Keuangan 
Kota Surakarta sebagai Pusat Wilayah Pengembangan VIII Propinsi Jawa 
Tengah, mempunyai peran yang strategis bagi pengembangan wilayah di Propinsi 
Jawa Tengah. Secara geografis letak Kota Surakarta sangat strategis dan 
merupakan titik persimpangan jalur transportasi regional dan sekaligus sebagai 
daerah tujuan dan bangkitan pergerakan. Sebagai Pusat WP VIII Kota Surakarta 
mempunyai tingkat pertumbuhan kota yang sangat pesat yang dapat dilihat dari 
pertumbuhan ekonomi dan sistem aktivitas kota serta pertumbuhan fisik kota. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi persentase pertumbuhan penduduk 
akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang ditandai dengan 
semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat. Sarana dan prasarana 
transportasi sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, tentunya 
dengan tuntutan bahwa fasilitas transportasi dengan segala pendukungnya 
haruslah terjangkau dari segala arah. Disamping itu, pertumbuhan sektor 
transportasi yang tinggi akan merangsang peningkatan pembangunan ekonomi, 
karena diantara keduanya mempunyai hubungan kausal yang positif. 
Aspek ekonomi keuangan bagi pengembangan Kota Solo banyak 
dipengaruhi oleh perkembangan pasar tradisional, toko/swalayan, bank, koperasi, 
asuransi, dan BPR. 
Tabel  4.12 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 1995 (Keuangan) 
 Jenis Fungsi 
 Administrasi    
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  PSR TRD TOKO BANK KOPERASI BPR ASURANSI 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Laweyan  101718 6 3 5 75 0 13 102     
      16,2162162 30 23,8095 24,6710526 0 20,9677419 115,665 23,133 2 
2 Serengan 62112 4 1 3 26 0 10 44     
      10,8108108 10 14,2857 8,55263158 0 16,1290323 59,7782 11,956 5 
3 Pasarkliwon 82748 6 1 4 48 0 6 65     
      16,2162162 10 19,0476 15,7894737 0 9,67741935 70,7307 14,146 4 
4 Jebres 128492 8 2 3 48 0 4 65     
      21,6216216 20 14,2857 15,7894737 0 6,4516129 78,1484 15,63 3 
5 Banjarsari 158558 13 3 6 107 0 29 158     
      35,1351351 30 28,5714 35,1973684 0 46,7741935 175,678 35,136 1 
Total fungsi   37 10 21 304 0 62 434    
Total prosen   100 100 100 100 0 100 500 100  
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa jumlah pasar tradisional, 
toko/swalayan, bank, koperasi, BPR, dan asuransi berdasarkan kecamatan pada 
Tahun 1995 untuk Kecamatan Laweyan, enam pasar tradisional, tiga 
toko/swalayan, lima bank, 75 koperasi, dan 13 asuransi. Untuk Kecamatan 
Serengan  empat pasar tradisional, satu toko/swalayan, satu bank, dua koperasi, 
dan tiga asuransi. Kecamatan Pasar Kliwon enam pasar tradisional, satu 
toko/swalayan, empat bank, 48 koperasi, dan enam asuransi. Kecamatan Jebres 
delapan pasar tradisional, dua toko/swalayan, tiga bank, 48 koperasi, dan empat 
asuransi. Kecamatan Banjarsari 13 pasar tradisional, tiga toko/swalayan, enam 
bank, 107, koperasi, dan 29 asuransi. 
Tabel  4.13 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2000 (Keuangan) 
 Jenis Fungsi 
 Administrasi    
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  PSR TRD TOKO BANK KOPERASI BPR ASURANSI 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Laweyan  106429 6 6 12 110 0 12 146     
      15,3846 28,5714 24 24,2826 0 20 112,24 22,448 2 
2 Serengan 61754 4 4 7 45 0 9 69     
      10,2564 19,0476 14 9,93377 0 15 68,238 13,648 5 
3 Pasarkliwon 84535 7 3 9 71 0 6 96     
      17,9487 14,2857 18 15,6733 0 10 75,908 15,182 3 
4 Jebres 135764 8 2 7 88 0 4 109     
      20,5128 9,52381 14 19,426 0 6,66667 70,129 14,026 4 
5 Banjarsari 161769 14 6 15 139 0 29 203     
      35,8974 28,5714 30 30,6843 0 48,3333 173,49 34,697 1 
Total fungsi   39 21 50 453 0 60 623    
Total prosen   100 100 100 100 0 100 500 100  
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa jumlah pasar tradisional, 
toko/swalayan, bank, koperasi, BPR, dan asuransi berdasarkan kKecamatan pada 
Tahun 2000 untuk Kecamatan Laweyan enam pasar tradisional, enam 
toko/swalayan, 12 bank, 110 koperasi, dan 12 asuransi. Untuk Kecamatan 
Serengan  empat pasar tradisional, empat toko/swalayan, tujuh bank, 45 koperasi, 
dan 12 asuransi. Kecamatan Pasar Kliwon tujuh pasar tradisional, tiga 
toko/swalayan, sembilan bank, 71 koperasi, dan enam asuransi. Kecamatan 
Jebres delapan pasar tradisional, dua toko/swalayan, tujuh bank, 88 koperasi, dan 
empat asuransi. Kecamatan Banjarsari 14 pasar tradisional, enam toko/swalayan, 
15 bank, 139, koperasi, dan 29 asuransi 
Tabel  4.14 Matrik Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota 
Surakarta 2005 (Keuangan) 
 
 Jenis Fungsi 
 Administrasi    
No 
  
  
Kecamatan 
  
  
Populasi 
  PSR TRD TOKO BANK KOPERASI BPR ASURANSI 
  
Jumlah 
  
Indek 
Fungsi 
  
Peringkat 
berdasar 
perhitungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Laweyan  109155 6 6 12 50 0 14 88     
      21,5686 25 22,6415 38,4615 0 21,2121 128,884 21,4806 2 
2 Serengan 60635 4 4 8 17 3 11 47     
      13,7255 16,6667 15,0943 13,0769 30 16,6667 105,23 17,5383 3 
3 Pasarkliwon 60708 8 3 10 14 3 6 44     
      17,6471 12,5 18,8679 10,7692 30 9,09091 98,8751 16,4792 4 
4 Jebres 139292 8 3 7 24 0 4 46     
      21,5686 12,5 13,2075 18,4615 0 6,06061 71,7983 11,9664 5 
5 Banjarsari 162256 15 8 16 25 4 31 99     
      25,4902 33,3333 30,1887 19,2308 40 46,9697 195,213 32,5354 1 
Total fungsi   51 24 53 130 10 66 334    
Total prosen   100 100 100 100 100 100 600 100  
Sumber : Data sekunder yang diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa jumlah pasar tradisional, 
toko/swalayan, bank, koperasi, BPR, dan asuransi berdasarkan kecamatan pada 
Tahun 2005 untuk Kecamatan Laweyan, enam pasar tradisional, enam 
toko/swalayan, 12 bank, 50 koperasi, dan 14 asuransi. Kecamatan Serengan  
empat pasar tradisional, empat toko/swalayan, delapan bank, 17 koperasi, tiga 
BPR, dan 11 asuransi. Kecamatan Pasar Kliwon delapan pasar tradisional, tiga 
toko/swalayan, 10 bank, 24 koperasi, tiga BPR, dan enam asuransi. Kecamatan 
Jebres delapan pasar tradisional, tiga toko/swalayan, tujuh bank, 24 koperasi, dan 
empat asuransi. Kecamatan Banjarsari 15 pasar tradisional, toko toko/swalayan, 
16 bank, 25, koperasi, empat BPR, dan 31 asuransi. 
  
Analisis pola pemukiman Kota Surakarta berdasarkan dengan matrik fungsi 
wilayah ditinjau dari aspek ekonomi keuangan selama tahun 1995, 2000, dan 
2005 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
Grafik 4.4 
Matrik Fungsi Wilayah ditinjau dari Aspek Ekonomi Keuangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b. Analisis Perkembangan Pola Pemukiman Kota Surakarta 1995 – 2000 
Tabel  4.15 Matrik Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentralitas Kota 
Surakarta  (Pendidikan) 
 
Indek Fungsi 
No 
  
Kecamatan 
  1995 2000 2005 
1 2 3 4 5 
1 Laweyan  106 106 88 
    104,294 104,2942 99,75966 
2 Serengan 53 53 48 
    38,0496 38,04965 42,55474 
3 Pasar Kliwon 76 76 74 
    47,1768 47,17676 49,00138 
4 Jebres 95 95 83 
    70,5544 28,15057 73,0649 
5 Banjarsari 148 36 132 
    139,925 139,925 135,6193 
Total fungsi 478 366 425 
Total centrality 100 100 100 
Nilai bobot 0,209205 0,273224 0,235294 
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Dari Tabel 4.15 di atas, nilai indeks fungsi pendidikan tahun 1995 pada 
Kecamatan Laweyan adalah 104,294, Kecamatan Serengan adalah 38,0496, 
Kecamatan Pasar Kliwon 47,1768, Kecamatan Jebres adalah 70,5544, dan 
Kecamatan Banjarsari adalah 139,925. 
Nilai indeks fungsi pendidikan tahun 2000 pada Kecamatan Laweyan adalah 
104,294, Kecamatan Serengan adalah 38,0496, Kecamatan Pasar Kliwon 
47,1768, Kecamatan Jebres adalah 28,1505, dan Kecamatan Banjarsari adalah 
139,925. 
Nilai indeks fungsi pendidikan tahun 2005 pada Kecamatan Laweyan adalah 
99,7597, Kecamatan Serengan adalah 42,5547, Kecamatan Pasar Kliwon 
49,0014, Kecamatan Jebres adalah 73,0649, dan Kecamatan Banjarsari adalah 
135,6193. 
Tabel  4.16 Matrik Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentralitas Kota 
Surakarta  (Kesehatan) 
 
No Kecamatan Indek Fungsi 
    1995 2000 2005 
1 2 3 4 5 
1 Laweyan  7 11 11 
    50,404 58,88889 58,88889 
2 Serengan 5 7 7 
    40,202 41,11111 41,11111 
3 Pasar Kliwon 5 9 9 
    39,2929 51,48148 51,48148 
4 Jebres 10 13 13 
    79,4949 73,88889 73,88889 
5 Banjarsari 12 14 14 
    90,6061 74,62963 74,62963 
Total fungsi 39 54 54 
Total centrality 100 100 100 
Nilai bobot 2,564103 1,851852 1,851852 
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Dari Tabel 4.16 di atas, nilai indeks fungsi kesehatan tahun 1995 pada Kecamatan 
Laweyan adalah 58,889, Kecamatan Serengan adalah 41,111, Kecamatan Pasar 
Kliwon 39,4949, Kecamatan Jebres adalah 79,4949, dan Kecamatan Banjarsari 
adalah 90,6061. 
Nilai indeks fungsi kesehatan Tahun 2000 pada Kecamatan Laweyan adalah 
58,889, Kecamatan Serengan adalah 41,111, Kecamatan Pasar Kliwon 51,481, 
Kecamatan Jebres adalah 73,889, dan Kecamatan Banjarsari adalah 74,629. 
Nilai indeks fungsi kesehatan Tahun 2005 pada Kecamatan Laweyan adalah 
58,889, Kecamatan Serengan adalah 41,111, Kecamatan Pasar Kliwon 51,481, 
Kecamatan Jebres adalah 73,889, dan Kecamatan Banjarsari adalah 74,629. 
 
 
 Tabel 4.17 Matrik Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentralitas Kota 
Surakarta  (Administrasi) 
 
No Kecamatan Indek Fungsi 
    1995 2000 2005 
1 2 3 4 5 
1 Laweyan  558 558 578 
    77,5507 77,5507 77,9312 
2 Serengan 413 413 421 
    52,1143 52,1143 52,6766 
3 Pasar Kliwon 528 528 542 
    68,6907 68,6907 68,2223 
4 Jebres 750 750 772 
    91,2361 91,2361 90,5125 
5 Banjarsari 977 977 1025 
    110,408 110,408 110,657 
Total fungsi 3226 3226 3338 
Total centrality 100 100 100 
Nilai bobot 0,030998 0,030998 0,029958 
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Dari Tabel 4.17 di atas, nilai indeks fungsi administrasi Tahun 1995 pada 
Kecamatan Laweyan adalah 77,5507, Kecamatan Serengan adalah 52,1143, 
Kecamatan Pasar Kliwon 68,6907, Kecamatan Jebres adalah 91,2361, dan 
Kecamatan Banjarsari adalah 110,408. 
Nilai indeks fungsi administrasi Tahun 2000 pada Kecamatan Laweyan adalah 
77,5507, Kecamatan Serengan adalah 52,1143, Kecamatan Pasar Kliwon 
68,6907, Kecamatan Jebres adalah 91,2361, dan Kecamatan Banjarsari adalah 
110,408. 
Nilai indeks fungsi administrasi Tahun 2005 pada Kecamatan Laweyan adalah 
77,9312, Kecamatan Serengan adalah 52,6766, Kecamatan Pasar Kliwon 
68,2223, Kecamatan Jebres adalah 90,5125, dan Kecamatan Banjarsari adalah 
110,657. 
 
Tabel 4.18 Matrik Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentralitas Kota 
Surakarta  (Keuangan) 
 
No Kecamatan Indek Fungsi 
    1995 2000 2005 
1 2 3 4 5 
1 Laweyan  1137 1716 2854 
    155,4819 233,4131 388,895 
2 Serengan 836 1259 2097 
    104,7909 157,4675 262,2584 
3 Pasarkliwon 1073 1618 2694 
    136,913 205,1353 342,0483 
4 Jebres 1526 2302 3832 
    181,7486 272,2611 454,0097 
5 Banjarsari 2007 3037 5049 
    221,065 331,722 552,787 
Total fungsi   6564 9902 16466 
Total 
centrality   200 300 500 
Sumber : Data sekunder yang diolah 
Dari Tabel 4.18 di atas, nilai indeks fungsi keuangan Tahun 1995 pada 
Kecamatan Laweyan adalah 155,4819, Kecamatan Serengan adalah 104,7909, 
Kecamatan Pasar Kliwon 136,913, Kecamatan Jebres adalah 181,7486, dan 
Kecamatan Banjarsari adalah 221,065. 
Nilai indeks fungsi keuangan Tahun 2000 pada Kecamatan Laweyan adalah 
233,4131, Kecamatan Serengan adalah 157,4675, Kecamatan Pasar Kliwon 
205,1353, Kecamatan Jebres adalah 272,2611, dan Kecamatan Banjarsari adalah 
331,722. 
Nilai indeks fungsi keuangan Ttahun 2005 pada Kecamatan Laweyan adalah 
388,895, Kecamatan Serengan adalah 262,2584, Kecamatan Pasar Kliwon 
342,0483, Kecamatan Jebres adalah 454,0097, dan Kecamatan Banjarsari adalah 
552,787. 
 
 
 
C. Pembahasan 
1. Analisis Pola Pemukiman 
Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang 
menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas 
dasar kepentingan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian 
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan. 
Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat. la tidaklah 
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat, dengan 
kata lain pemerintah adalah "pelayan rakyat". Pelayanan publik (public 
services) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur 
negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. 
Tantangan birokrasi sebagai pelayanan rakyat mengalami suatu 
perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan meningkatnya tingkat 
kehidupan rakyat yang semakin baik. Rakyat semakin sadar akan apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rakyat semakin berani untuk 
mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah 
Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut 
harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan 
pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi 
suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah 
menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan 
dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik 
pragmatis. Dengan revitalitas birokrasi publik, pelayanan yang lebih baik dan 
profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang 
diberikan kepadanya dapat terwujud 
Berdasarkan hasil olah data terhadap fungsi pelayanan pada aspek  
pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi keuangan tahun 1995, maka 
dapat dilihat berdasarkan dari jumlah populasi pada masing-masing kecamatan 
yaitu pada Kecamatan Laweyan memiliki populasi sebesar 101718, Serengan 
62112 jiwa, Pasar Kliwon 82748 jiwa, Jebres 128492 jiwa, dan Banjarsari 
158558 jiwa, maka fungsi pelayanan yang ditinjau dari aspek pendidikan yang 
meliputi SD, SMP, SMA dan SMK, aspek kesehatan yang meliputi Rumah 
Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu, dan aspek administrasi yang 
terdiri dari kelurahan, RW, RT dan LMD, serta aspek ekonomi keuangan 
meliputi pasar, toko/swalayan, bank, koperasi, BPR, dan asuransi, maka dapat 
dikatakan bahwa sebaran fasilitas pelayanan masyarakat tersebut dapat 
dikatakan tepat atau tidak ada penumpukan pada masing-masing kecamatan, 
demikian halnya pada tahun 2000 dan tahun 2005. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Bukti pelayanan 
pemerintah Kota Surakarta dalam hal pendidikan diwujudkan dalam bentuk 
pembangunan sarana sekolah baik SD, SMP, SMA, maupun SMK yang 
tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Surakarta. 
Sekolah Dasar adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk 
anak-anak usia 6 – 12 tahun. Minimum penduduk yang dapat mendukung 
sarana ini adalah 1600 penduduk. Minimum terdiri dari enam ruang kelas yang 
masing-masing mampu nampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-
ruang lain. Radius pencapaian dari area terlayani tidak lebih 1000 m. 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah fasilitas pendidikan yang 
digunakan untuk menampung lulusan SD. Minimum penduduk yang 
mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk. Minimum terdiri dari 6 ruang  
dilengkapi dengan ruang-ruang lain. Luas lantai satu SMP umum = 1514 m2 
dan luas tanah = 2700 m2. Luas lantai satu SMP khusus = 2551 m2 dan luas 
tanah = 5000 m2. 
Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah fasilitas pendidikan yang 
digunakan untuk menampung lulusan SMP. Minimum penduduk yang 
mendukung sarana ini adalah 6000 penduduk. Minimum terdiri dari enam 
ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 30 murid dan dilengkapi 
dengan ruang-ruang lain. Luas tanah = 2700 m2. 
Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Kota Surakarta dalam hal kesehatan, maka Pemerintah Kota Surakarta juga 
membangun beberapa tempat pelayanan kesehatan yang terdiri atas, Rumah 
Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu. Rumah Sakit Umum biasanya 
merupakan fasilitas yang mudah ditemui di suatu negara, dengan kapasitas 
rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang. 
Rumah sakit jenis ini juga dilengkapi dengan fasilitas bedah, bedah plastik, 
ruang bersalin, laboratorium, dan sebagainya. Tetapi kelengkapan fasilitas ini 
bisa saja bervariasi sesuai kemampuan penyelenggaranya. 
Puskesmas merupakan unit pelaksana di wilayah kecamatan yang 
melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan di tingkat 
wilayah kecamatan. Pembangunan puskesmas di tiap kecamatan memiliki 
peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat. Apabila 
berfungsi, maka akan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang 
membutuhkan puskesmas. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, puskesmas 
terlebih dahulu harus dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 
Masalah ketenagakerjaan baik itu dari sisi kebijakan pemerintah daerah, 
ketersediaan dan jaringan, mutu dan distribusi antar perkotaan, pedesaan dan 
desa tertinggal, pandangan yang ada di masyarakat mengenai mutu pelayanan 
puskesmas, serta kurang jelasnya peran puskesmas dalam pelayanan kesehatan 
bagi keluarga miskin, merupakan bagian dari masalah-masalah yang terlebih 
dahulu harus diselesaikan untuk mencapai tujuan didirikannya puskesmas. 
Adanya puskesmas yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002 merupakan 
bukti nyata adanya komitmen pemerintah daerah dan tim manajerial 
puskesmas serta seluruh tenaga kerja puskesmas dalam usaha peningkatan 
mutu puskesmas. 
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mulai mengembangkan pasar 
tradisional, toko/swalayan, bank, koperasi, asuransi, dan BPR. 
Keberadaan pasar mempunyai pengaruh besar terhadap taraf atau mutu 
kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan, dan prospek perkembangan 
ekonominya. Pasar berperan sebagai lembaga ekonomi dan wahana proses 
sosial, dimana sebagai lembaga ekonomi pasar mempunyai nilai penting 
dalam pertumbuhan ekonomi baik oleh masyarakat maupun pemda. Pada 
tahun 2004 terdapat 38 buah pasar yang tersebar di Kota Surakarta. Dengan 
perbandingan antara pasar umum dan pasar khusus, sebenarnya Kota 
Surakarta masih mempunyai potensi untuk dikembangkan pasar khusus yang 
memiliki kekhasan lokal. Terutama kehadiran Pasar Klewer yang merupakan 
satu-satunya pasar tekstil terbesar di Kota Surakarta, sehingga perlu mendapat 
perhatian.  
Pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk mengalokasikan sumber-
sumber ekonomi dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berama-sama dengan masyarakat 
daerah, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal 
untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan 
masyarakat daerah. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi 
dan pelayanan masyarakat di daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi 
daerah tersebut. 
Dari hasil perhitungan di peroleh hasil bahwa fungsi pelayanan pada 
Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan telah terisi sebesar 773 fungsi, Kecamatan 
Serengan 515 fungsi, Kecamatan Pasar Kliwon 674 fungsi, Kecamatan Jebres 
920 fungsi dan Kecamatan Banjarsari 1295 fungsi. Sehingga total fungsi di 
lima kecamatan tersebut sebesar 4177 dengan indeks fungsi 145,455%. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
perhitungan Analisis Pola Pemukiman  tersebut Pemerintah Kota Surakarta 
dalam melakukan fungsi wilayah sebagai sarana pelayanan di berbagai aspek 
pendidikan, kesehatan administrasi, dan ekonomi keuangan yang terbagi 
dalam lima kecamatan telah tepat pada sasaran. Hal ini didukung oleh 
pendapat Riyadi dan Deddy (2005:110) yang menjelaskan arti dari fungsi 
wilayah adalah fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, 
dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk 
memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut. Fungsi 
wilayah memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah 
fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait 
dengan masalah social ekonomi, khususnya ekonomi anglomerasi 
(penumpukan).  
2. Analisis Indeks Sentralitas Terbobot 
Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan 
oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan 
masyarakat (public service junction), fungsi pembangunan (development 
junction) dan fungsi perlindungan (protection function). 
Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat 
mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa 
(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh 
masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk 
menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya 
pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan 
diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan 
semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-
pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, 
namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolis 
dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi 
bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 
pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), 
antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama 
antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan 
kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government 
yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (2002). 
Analisis fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis indeks 
sentralitas (centrality index analysis). Dari hasil pengolahan data mengenai 
fungsi pelayanan aspek pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi 
keuangan di Kota Surakarta yang tersebar di lima kecamatan pada tahun 1995, 
2000 dan 2005, telah diperoleh hasil sebagai berikut.  
Hasil perhitungan analisis indeks sentralitas pada fungsi pendidikan 
Tahun 1995 mempunyai nilai sebesar 0,209205, Tahun 2000 sebesar 
0,273224, dan tahun 2005 sebesar 0,235294. Hasil perhitungan analisis indeks 
sentralitas pada fungsi kesehatan tahun 1995 mempunyai nilai sebesar 
2,564103, tahun 2000 sebesar 1,851852, dan tahun 2005 sebesar 1,851852. 
Hasil perhitungan analisis indeks sentralitas pada fungsi administrasi tahun 
1995 mempunyai nilai sebesar 0,030998, tahun 2000 sebesar 0,030998, dan 
tahun 2005 sebesar 0,029958. Hasil perhitungan analisis indeks sentralitas 
pada fungsi ekonomi keuangan tahun 1995 mempunyai nilai sebesar 0,030469, 
tahun 2000 sebesar 0,030297, dan tahun 2005 sebesar 0,030366. 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat diketahui 
bahwa pada kenyataanya, Pemerintah Kota Surakarta sudah berupaya untuk 
senantiasa meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan aspek 
pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi keuangan berdasarkan 
peningkatan jumlah populasi yang senantiasa meningkat dari tahun 1995 
hingga tahun 2005. 
Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum 
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan 
kepada publik. Senada dengan hal tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi 
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 
Upaya pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan pelayanan dan 
menjalankan fungsinya dalam berbagai aspek ditingkatkan melalui 
pelaksanaan pelayanan prima. Pengertian layanan prima adalah memberikan 
kepada pengguna produk/jasa apa yang betul-betul mereka butuhkan dan 
inginkan bukan memberikan apa yang kita pikirkan dibutuhkan oleh mereka. 
Berdasarkan hasil paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas maka fungsi wilayah 
sebagai sarana pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, dan 
ekonomi keuangan telah terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh 
pendapat Riyadi dan Dedi (2005: 118) yang menyatakan bahwa dari hasil 
analisis fungsi ini akan dapat diketahui tingkat keseimbangan antara pusat-
pusat pelayanan yang ada  dengan distribusi pendudukan daerah tersebut.  
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa metode 
perhitungan pola pemukiman dan indeks sentralitas terbobot memberikan hasil 
yang berimbang (tidak jauh berbeda). Berdasarkan hasil pengolahan data 
diperoleh kesimpulan bahwa :  
1. Frekuensi kegiatan pada fungsi pelayanan pendidikan tahun 1995, 2000, dan 
2005 menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh Kecamatan Banjarsari, 
kedua diperoleh Kecamatan Laweyan, ketiga diperoleh Kecamatan Jebres, 
keempat diperoleh Kecamatan Pasar Kliwon, kelima diperoleh Kecamatan 
Serengan. Distribusi pusat pelayanan pendidikan di Kota Surakarta telah 
sesuai dengan yang diharapkan karena penyebaran telah merata. Hal ini dapat 
dilihat dari banyak sedikitnya pelayanan pendidikan dilihat dari banyaknya 
jumlah penduduk di tiap-tiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk 
yang besar memiliki pusat pelayanan pendidikan dalam jumlah yang banyak. 
Hal ini bertujuan agar pelayanan pendidikan yang diberikan mampu mencakup 
seluruh kebutuhan masyarakat di Kota Surakarta. 
2. Frekuensi kegiatan pada fungsi pelayanan kesehatan tahun 1995, 2000, dan 
2005 menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh Kecamatan Banjarsari, 
kedua diperoleh Kecamatan Jebres, ketiga diperoleh Kecamatan Laweyan, 
keempat diperoleh Kecamatan Pasar Kliwon, kelima diperoleh Kecamatan 
Serengan. Distribusi pusat pelayanan kesehatan berupa rumah sakait, 
puskesmas, dan puskesmas pembantu telah merata. Hal ini terlihat dari 
kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang besar juga memiliki pusat 
pelayanan kesehatan yang lebih banyak. Hal ini berarti analisis pola 
pemukiman ditinjau dari keberadaan pusat pelayanan kesehatan telah mampu 
menunjukkan perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta. 
3. Frekuensi kegiatan pada fungsi pelayanan administrasi tahun 1995, 2000, dan 
2005 menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh Kecamatan Banjarsari, 
kedua diperoleh Kecamatan Jebres, ketiga diperoleh Kecamatan Laweyan, 
keempat diperoleh Kecamatan Pasar Kliwon, kelima diperoleh Kecamatan 
Serengan. Distribusi pusat pelayanan administrasi seperti kelurahan, RW, RT, 
dan LMD telah tersebar secara merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota 
Surakarta sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di masing-masing 
kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki 
pusat pelayanan administrasi yang lebih banyak. Hal ini berarti analisis pola 
pemukiman ditinjau dari keberadaan pusat pelayanan administrasi telah 
mampu menunjukkan perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta. 
4. Frekuensi kegiatan pada fungsi pelayanan ekonomi keuangan  tahun 1995, 
2000, dan 2005 menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh Kecamatan 
Banjarsari. Pusat pelayanan ekonomi keuangan berupa BPR hanya ada di 
Kecamatan Pasar Kliwon, Serengan, dan Banjarsari itupun pada tahun 2005 
sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak ada di satu kecamatanpun. 
Sedangkan fungsi pelayanan ekonomi keuangan yang lainnya tersebar secara 
merata di tiap-tiap kecamatan. Hal ini berarti analisis pola pemukiman ditinjau 
dari keberadaan pusat pelayanan ekonomi keuangan telah mampu 
menunjukkan perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta. 
5. Nilai bobot untuk fungsi pelayanan pendidikan pada tahun 1995 sebesar 
0,209205, tahun 2000 sebesar 0,273224, tahun 2005 sebesar 0,235294. Nilai 
bobot paling tinggi pada tahun 2000 tetapi nilai bobot dari tahun 1995 – 2005 
tidak memiliki terlalu jauh perbedaannya. Berarti seluruh kecamatan di Kota 
Surakata memiliki distribusi pelayanan pendidikan dengan frekuensi kegiatan 
yang tinggi setiap tahunnya. Berarti analisis indek sentralitas bisa digunakan 
untuk menganalisis pola perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta. 
6. Nilai bobot untuk fungsi pelayanan kesehatan pada tahun 1995 sebesar 
2,564103, tahun 2000 sebesar 1,851852, tahun 2005 sebesar 1,851852. Nilai 
bobot paling tinggi pada tahun 1995. Nilai bobot sangat dipengaruhi oleh 
pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk dengan tidak 
disertai dengan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan menyebabkan nilai 
bobot pada tahun 2000 dan 2005 turun. Berarti seluruh kecamatan di Kota 
Surakata memiliki distribusi pelayanan kesehatan dengan frekuensi kegiatan 
yang tinggi setiap tahunnya. Berarti analisis indek sentralitas bisa digunakan 
untuk menganalisis pola perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta. 
7. Nilai bobot untuk fungsi pelayanan administrasi pada tahun 1995 sebesar 
0,030998, tahun 2000 sebesar 0,030998, tahun 2005 sebesar 0,029958. Nilai 
bobot dari tahun 1995 – 2005 tidak memiliki terlalu jauh perbedaannya. 
Berarti seluruh kecamatan di Kota Surakata memiliki distribusi pelayanan 
administrasi dengan frekuensi kegiatan yang tinggi setiap tahunnya. Berarti 
analisis indek sentralitas bisa digunakan untuk menganalisis pola 
perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta. 
8. Nilai bobot untuk fungsi pelayanan ekonomi keuangan pada tahun 1995 
sebesar 0,230415, tahun 2000 sebesar 0,17762, tahun 2005 sebesar 0,387597. 
Nilai bobot paling tinggi pada tahun 2005. Berarti seluruh kecamatan di Kota 
Surakata memiliki distribusi pelayanan ekonomi keuangan dengan frekuensi 
kegiatan yang tinggi setiap tahunnya. Berarti analisis indek sentralitas bisa 
digunakan untuk menganalisis pola perkembangan fungsi wilayah Kota 
Surakarta. 
 B. Saran 
Penulis menyarankan bahwa dalam melakukan pengembangan suatu 
wilayah perlu diperhitungkan tidak hanya secara matematis, tetapi diperhatikan 
pula kepentingan dan kegunaan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan sebagai berikut. 
1. Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah yang paling luas jika 
dibandingan dengan kecamatan lain. Sehingga hal tersebut menyebabkan 
Kecamatan Banjarsari dalam fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan, 
administrasi, dan ekonomi keuangan memiliki nilai indek yang paling tinggi. 
Fungsi pelayanan pendidikan di kecamatan tersebut tahun 2005 mengalami 
penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 
disebabkan karena jumlah sekolah di tahun 2005 mengalami penurunan dari 
148 sekolah menjadi 132 sekolah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 
menyarankan kepada pihak sekolah dan kecamatan agar lebih berhati-hati 
dalam menjalankan manajemen sekolah sehingga tidak terjadi penutupan 
sekolah. 
2. Kecamatan Laweyan, untuk fungsi pelayanan pendidikan kecamatan tersebut 
menjadi nomer dua  setelah Kecamatan Banjarsari. Sedangkan untuk fungsi 
pelayanan kesehatan, administrasi, dan ekonomi keuangan menempati posisi 
ketiga. Fungsi pelayanan pendidikan di kecamatan tersebut tahun 2005 
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 
terbukti dari tahun 1995 dan 2000 kecamatan tersebut memiliki jumlah 
sekolah sebanyak 106, sedangkan tahun 2005 menurun menjadi 88 sekolah. 
Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyarankan kepada pihak 
pemerintah untuk mengkaji ulang masalah yang sedang dialami oleh pihak 
sekolah sehingga mereka terpaksa untuk menutup sekolah. 
3. Kecamatan Jebres, dalam fungsi pelayanan pendidikan berada di posisi 
ketiga, sedangkan untuk fungsi pelayanan kesehatan, administrasi, dan 
ekonomi keuangan menempati posisi kedua setelah Kecamatan Banjarsari. 
Kecamatan Jebres pada tahun 2005 juga mengalami penurunan dalam fungsi 
pelayanan pendidikan yang tahun sebelumnya memiliki 95 sekolah pada 
tahun 2005 turun menjadi 83 sekolah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 
menyarankan kepada semua pihak sekolah agar lebih memperhatikan 
kualitas sekolah yang telah didirikannya, sehingga penutupan sekolah tidak 
perlu terjadi. 
4. Kecamatan Pasar Kliwon, dalam fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan, 
administrasi, dan ekonomi keuangan menempati posisi keempat. Hal ini 
disamping karena jumlah penduduk lebih rendah dibanding dengan 
kecamatan lain juga karena luas wilayah yang dimiliki oleh kecamatan 
tersebut tidak terlalu luas. Kecamatan Pasar Kliwon pada tahun 2005 juga 
mengalami penurunan fungsi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
fungsi pelayanan pendidikan pada tahun 1995 dan 2000 sebanyak 76 sekolah 
pada tahun 2005 turun menjadi 74 sekolah. Berdasarkan hal tersebut maka 
penulis menyarankan kepada semua pihak sekolah agar lebih meningkatkan 
kualitas SDM yang dimiliki sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain 
yang memiliki SDM yang lebih bagus. 
5. Kecamatan Serengan, memiliki luas wilayah yang paling sempit jika 
dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Surakarta. Hal ini 
menyebabkan fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan 
ekonomi keuangan kecamatan tersebut selalu berada di posisi terbawah dari 
tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Kecamatan Serengan sendiri 
mengalami penurunan fungsi pelayanan pendidikan pada tahun 2005, hal ini 
terbukti dari jumlah sekolah pada tahun 1995 dan 2000 sebanyak 53 sekolah 
sedangkan tahun 2005 hanya 48 sekolah. Berdasarkan hal tersebut maka 
penulis menyarankan kepada semua pihak sekolah untuk lebih 
memperhatikan masalah pembayaran sekolah, jangan sampai biaya yang 
harus dikeluarkan orang tua murid dari tahun ke tahun semakin meningkat 
tetapi tidak diiringi dengan peningkatan SDM. Hal tersebut jelas akan 
mengurangi minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah yang memiliki 
sistem seperti tersebut di atas. Apabila minat masyarakat untuk 
menyekolahkan anak di sekolah yang memiliki sistem tersebut di atas 
berkurang bahkan tidak ada, jelas akan memungkinkan sekolah tidak 
mendapatkan murid dan akhirnya harus menutup  sekolah yang telah 
didirikan. 
 
C. Implikasi 
Menurut hasil penelitian yang telah di analisis, direkomendasikan bahwa 
kegiatan pengembangan dan pembangunan wilayah pemukiman Kota Surakarta 
harus memperhatikan bobot dari fungsi yang akan dikembangkan. Semakin besar 
bobot yang dimiliki suatu fungsi maka semakin penting fungsi tersebut bagi 
masyarakat. Terkait dengan APBD, pemerintah kota Surakarta harus melakukan 
skala prioritas berdasar bobot dan peringkat dari fungsi yang telah dianalisis.  
 
D. Keterbatasan  
Penelitian ini terbatas pada pembahasan ekonomi pembangunan.  
1. Hasil-hasil maupun kesimpulan dalam penelitian ini hanya berlaku di 
Kota Surakarta yang dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga 
relatif tidak bisa simpulan penelitian ini digeneralisasikan untuk objek 
yang karakteristiknya berbeda.  
2. Adanya data yang kurang akurat dibutuhkan untuk perhitungan 
dengan metode pola pemukiman dan indeks sentralitas terbobot.  
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